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A. Latar Belakang Masalah 
Pasal 1 ayat (3) Undang-undang Dasar 1945 jelas menyebutkan 
bahwa “Indonesia” adalah negara Hukum. Secara gramatikal maka 
konsekuensi dari sebuah negara hukum atau biasa dikenal dengan istilah 
rechstaat adalah semua bentuk keputusan, tindakan alat-alat perlengkapan 
negara, segala sikap, tingkah laku dan perbuatan termasuk yang dilakukan 
oleh warga negara, harus memiliki landasan hukum atau dengan kata lain 
semua harus punya legitimasi secara hukum. Legitimasi secara hukum ini  
disebut sebagai nomokrasi, atau kedaulatan hukum. Walaupun pandangan 
ini diklaim merupakan representasi dari sebuah pemahaman hukum yang 
cenderung positivistik, sebuah pemahaman yang lebih yuridis dogmatik.   
Pengaruh dalam hukum tersebut mengarah kepada cara pandang 
hukum yang bermula sifatnya abstrak dan formal legalitas menuju kepada 
suatu cara pandang yang bersifat sosiologis, yuridis sosiologis atau yuridis 
empiris. Mulai dari mazhab sejarah yang dipelopori oleh Von Savigny, telah 
mulai menarik perhatian banyak orang dari suatu analisis hukum yang 
bersifat abstrak dan ideologis kepada suatu analisis hukum yang difokuskan 
pada lingkungan sosial yang membentuknya. Pokok pemikiran Savigny 
adalah hukum merupakan perwujudan dari kesadaran masyarakat 
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(Volksgeist).Ia juga berpendapat bahwa hukum berasal dari adat istiadat dan 
kepercayaan dan bukan berasal dari pembentuk undang-undang. Mazhab 
sejarah ini kemudian membukan jalan bagi timbulnya aliran-aliran 
sociological jurisprudence, yang kemudian juga membawa pengaruh besar 
terhadap ilmu-ilmu sosial, dan proses kelahiran sosiologi. 
Terdapat begitu banyak fenomena sosiologis yang dapat menjadi 
objek kajian dari sosiologi hukum. Salah satunya adalah kegiatan 
perekonomian dalam masyarakat. Secara sederhana kegiatan perekonomian 
terbagi menjadi tiga bentuk kegiatan yaitu produksi, distribusi, dan konsumsi. 
Manusia sebagai makhluk rasional akan selalu mencari cara agar 
kebutuhannya dapat terpenuhi, untuk itulah ilmu ekonomi hadir. Di sisi lain 
manusia membutuhkan agar kegiatan perekonomian yang dilakukannya 
berjalan dengan tertib dan adil, untuk itulah hukum hadir. 
Salah satu produk hukum dalam bentuk peraturan perundang-
undagan yang mengatur masalah kegiatan perekonomian yaitu Undang-
Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan (selanjutnya disebut UU 
Perdagangan). Pembangunan nasional di bidang ekonomi disusun dan 
dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui pelaksanaan 
demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, 
berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga 
keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional sebagaimana 
diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 
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1945. Dalam perspektif landasan konstitusional tersebut, Perdagangan 
nasional Indonesia mencerminkan suatu rangkaian aktivitas perekonomian 
yang dilaksanakan untuk mewujudkan kesejahteraan umum dan keadilan 
sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. 
Hal yang cukup menarik dalam UU Perdagangan yaitu adanya 
ketentuan mengenai larangan penggunaan skema piramida dalam usaha 
distribusi. Apa yang dimaksud dengan sistem skema piramida dalam 
distribusi barang tidak dijelaskan dalam pasal-pasal di dalam UU 
Perdagangan. Penulis mendapatinya pada bagian penjelasan Pasal 9 UU 
Perdagangan. Yang dimaksud dengan “skema piramida” adalah istilah/nama 
kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan Barang. Kegiatan 
usaha itu memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha untuk 
memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi orang 
lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha 
tersebut. 
Menjadi pertanyaan kemudian yaitu apa faktor yang melatar belakangi 
lahirnya ketentuan mengenai larangan skema piramida. Ketika berbicara 
mengenai latar belakang suatu aturan hukum, berarti banyak faktor yang 
terlibat. Salah satu faktor yang patut dikaji yaitu faktor-faktor non hukum, 
seperti kondisi masyarakat dan kondisi perekonomian. Kajian sosiologi 




Strategi bisnis dengan bentuk skema piramida biasanya dapat ditemui 
dalam bisnis Multi Level Marketing (MLM). Kegiatan bisnis ini berbentu 
penjualan barang dengan oleh seorang agen sebagai mitra usaha yang 
diberikan oleh seorang distributor sebagai pemilik bisnis (owner). Namun 
keikutsertaan mitra usaha dalam kegiatan bisnis MLM dikenakan tarif, artinya 
ketika seseorang ingin bergabung menjadi mitra usaha, maka dia diwajibkan 
membayar sejumlah uang kepada owner dan sebagai gantinya dia akan 
mendapatkan sejumlah barang untuk dijual ke masyarakat. Hal yang menjadi 
keunikan dalam bisnis ini yaitu adanya level berjenjang antara mitra usaha 
dan owner. Setiap mitra usaha harus menarik seseorang menjadi mitra usaha 
baru dalam bisnis ini, dengan melakukan itu maka dia akan menaiki level 
yang lebih tinggi dari posisi dia sebelumnya. Dia juga akan mendapatkan 
sejumlah uang dari keberhasilannya menarik mitra usaha baru. Hal inilah 
yang disebut sebagai skema piramida.  
MLM Tiens misalnya yang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra 
yang disebutnya sebagai distributor. Setiap distributor baru wajib 
menyetorkan sejumlah uang, dan sebagai timbal baliknya akan mendapatkan 
sejumlah barang yang dapat dia jual kepada masyarakat. Namun untuk 
memperoleh kenaikan peringkat demi mendapatkan bonus yang lebih besar, 
maka distributor ini akan mencari mitra baru untuk dijadikan distributor Tiens. 
Selain itu ada juga bisnis MLM Moment, bisnis ini meskipun memiliki produk 
berupa suplemen kesehatan, namun yang paling ditekankan ialah bonus 
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member get member, yang mana hal ini merupakan ciri khas dari skema 
piramida. 
Berdasarkan ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan, maka salah satu 
kegiatan bisnis yang akan terkena dampaknya yaitu bisnis MLM. Menjadi 
perhatian penulis kemudian untuk mengkaji dampak sosio yuridis dari 
penerapan ketentuan larangan skema piramida dalam Pasal 9 UU 
perdagangan. Setiap peraturan niscaya memiliki efek terhadap masyarakat di 
mana aturan tersebut diterapkan. Efek tersebut dapat saja bersifat 
konstruktif, namun dapat juga bersifat destruktif. Inilah yang kemudian 
menarik perhatian penulis untuk mengetahui efek dari penerapan Pasal 9 UU 
Perdagangan di masyarakat.  
Bahwa dalam rangka pembinaan dan pengembangan dunia usaha, 
perlu diciptakan landasan hukum untuk menjamin kepastian hukum bagi 
perkembangan usaha-usaha ekonomi. Namun karena sejatinya tindakan 
perekonomian merupakan tindakan yang bertujuan untuk meraup 
keuntungan ekonomis, maka selain hukum harus menjamin kepastian 
hukum, maka aturan hukum juga harus berfungsi untuk, paling tidak, 
mempertahankan keuntungan ekonomis dalam kegiatan perekonomian. Jika 
suatu aturan hukum justru membuat sebuah kegiatan perekonomian menjadi 
kehilangan kesempatan untuk memperoleh keuntungan ekonomis, maka 
dapat dikatakan aturan hukum tersebut tidak memiliki segi kemanfaatan, 
bahkan lebih dalam lagi, tidak bernilai keadilan. 
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B. Rumusan Masalah 
Adapun rumusan masalah yang akan dibahas, yaitu: 
1. Bagaimana implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan skema 
piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan ? 
2. Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen terhadap 
pelaku skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 
2014 Tentang Perdagangan? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu: 
1. Untuk mengetahui implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan  
skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan. 
2. Untuk mengetahui perlindungan hukum bagi konsumen 
terhadap pelaku skema piramida dalam Undang-Undang No. 7 
Tahun 2014 Tentang Perdagangan? 
D. Manfaat Penelitian 
Adapun manfaat dari penelitian ini yaitu: 
1. Sebagai bahan informative untuk para praktisi dan akademisi 




2. Sebagai bahan masukan kepada masyarakat agar dapat 
dijadikan bahan pembelajaran dalam melakukan kegiatan 
perdagangan. 
3. Untuk menambah wawasan penulis khususnya pada bagian 
hukum masyarakat dan pembangunan, serta merupakan salah 

















A. Karakteristik| Sosiologi Hukum 
Sosiologi hukum merupakan salah satu pendekatan dalam bidang ilmu 
hukum. Contohnya agar dapat memahami bekerjanya hukum, dapat dilihat 
fungsi hukum tersebut di dalam masyarakat. Fungsi tersebut dapat diamati 
dari beberapa sudut pandang, yaitu sebagai sosial kontrol, sebagai alat untuk 
mengubah masyarakat, sebagai simbol, sebagai alat politik, maupun sebagai 
alat integrasi.1 Sedangkan menurut Achmad Ali, fungsi hukum pada dasarnya 
dapat dibagi menjadi lima: law as tool of social control, law as a tool of social 
engineering, law as a symbol, law as a tool of poilitcal  legality, and law as a 
tool of integration mechanism.2 Karakteristik sosiologi hukum sendiri menurut 
Achmad Ali yaitu:3 
“… sosiologi hukum bukanlah sosiologi ditambah hukum. Itulah 
sebabnya sehingga pakar sosiologi hukum adalah seorang yuris dan 
bukan seorang sosiolog. Tidak lain karena seorang sosiolog hukum 
pertama-tama harus mampu membaca, mengenal, dan memahami 
berbagai fenomena hukum sebagai objek kajiannya. Namun, setelah 
itu ia tidak lagi menggunakan pendekatan ilmu hukum (dogmatik) 
untuk mengkaji dan menganalisis fenomena hukum tadi, melainkan ia 
melepaskan diri ke luar dan menggunakan pendekatan ilmu-ilmu sosial 
dari luar.” 
 
                                                          
1  Satjipto Rahardjo, 1996, Hukum Dan Masyarakat, Bandung: Penerbit Angkasa, hlm. 6   
2Achmad Ali, 2002, Menguak Tabir Hukum: Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis, Cetakan Ketiga, PT 
Toko Gunung Agung tbk, Jakarta, hlm. 87-104. 
3 Achmad Ali, 1998, Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum, Cetakan Pertama, Yarsif 
Watampone, Jakarta, hlm. 18. 
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Selanjutnya yang menjadi obyek utama kajian sosiologi hukum ialah:4 
1. Menurut istilah Donald Black dalam mengkaji hukum sebagai 
Government Social Control, sosiologi hukum mengkaji hukum 
sebagai perangkat kaidah khusus yang berlaku serta 
dibutuhkan guna menegakkan ketertiban dalam suatu 
kehidupan masyarakat. Hukum dipandang sebagai rujukan 
yang akan digunakan oleh pemerintah dalam hal, melakukan 
pengendalian terhadap perilaku warga masyarakat. 
2. Persoalan pengendalian sosial tersebut oleh sosiologi hukum 
dikaji dalam kaitannya dengan sosialisasi yaitu proses dalam 
pembentukan masyarakat. Sebagai makhluk sosial yang 
menyadari eksistensi sebagai kaidah sosial yang ada dalam 
masyarakatnya, yang meliputi kaidah moral, agama, dan kaidah 
sosial lainnya. Dengan kesadaran tersebut diharapkan warga 
masyarakat menaatinya, berkaitan dengan itu maka tampaklah 
bahwa sosiologi hukum, cenderung memandang sosialisasi 
sebagai suatu proses yang mendahului dan menjadi pra kondisi 
sehingga memungkinkan pengendalian sosial dilaksanakan 
secara efektif. 
3. Obyek utama sosiologi hukum lainnya adalah stratifikasi. 
Stratifikasi sebagai obyek yang membahas sosiologi hukum 
                                                          
4Ibid., hlm. 19-32. 
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bukanlah stratifikasi hukum seperti yang dikemukakan oleh 
Hans Kelsen dengan teori grundnormnya, melainkan stratifikasi 
yang dikemukakan dalam suatu sistem kemasyarakatan. Dalam 
hal ini dapat dibahas bagaimana dampak adanya strstifikasi 
sosial terhadap hukum dan pelaksana hukum. 
4. Obyek utama lain dari kajian sosiologi hukum adalah 
pembahasan tentang perubahan, dalam hal ini mencakup 
perubahan hukum dan perubahan masyarakat serta hubungan 
timbal balik di antara keduanya. Salah satu persepsi penting 
dalam kajian sosiologi hukum adalah bahwa perubahan yang 
terjadi dalam masayarakat dapat direkayasa, dalam arti 
direncanakan terlebih dahulu oleh pemerintah dengan 
menggunakan perangkat hukum sebagai alatnya. 
Karakteristik kajian atau studi hukum secara sosiologis menurut 
Satjipto Rahardjo, yaitu:5 
1. Sosiologi hukum adalah ilmu yang mempelajari fenomena 
hukum yang bertujuan untuk memberikan penjelasan terhadap 
praktik-praktik hukum. Sosiologi hukum menjelaskan mengapa 
dan bagaimana praktik-praktik hukum itu terjadi, sebab-
                                                          
5 Musakkir, 2011, Kajian Sosiologi Hukum Terhadap Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif Dalam 




sebabnya, faktor-faktor yang berpengaruh, latar belakang dan 
sebagainya. 
2. Sosiologi hukum senantiasa menguji kesahihan empiris 
(empirical validity) dari suatu peraturan atau pernyataan hukum. 
Bagaimana kenyataannya peraturan itu, apakah sesuai dengan 
bunyi atau teks dari peraturan itu. 
3. Sosiologi hukum tidak melakukan penilaian terhadap hukum. 
Tingkah laku yang menaati hukum dan yang menyimpang dari 
hukum sama-sama merupakan objek pengamatan yang setaraf. 
Sosiologi hukum tidak menilai antara satu dengan yang lain, 
perhatian yang utama dari sosiologi hukum hanyalah pada 
memberikan penjelasan atau gambaran terhadap objek yang 
dipelajarinya. 
Sosiologi hukum adalah kajian ilmiah tentang kehidupan sosial. Salah 
satu misi sosiologi hukum adalah memprediksi dan menjelaskan berbagai 
fenomena hukum, antara lain bagaimana suatu kasus memasuki sistem 
hukum, dan bagaimana penyelesaiannya. Sosiologi hukum menggunakan 
fakta-fakta tentang lingkungan sosial di mana hukum itu berlaku. Kajian ini 
bekerja untuk menemukan prinsip-prinsip sosial yang mengatur bagaimana 
hukum bekerja secara konrit di dalam praktik.6 Sekalipun demikian, sosiologi 
hukum tidak memberikan penilaian terhadap fakta-fakta hukum yang ada 




akan tetapi menjelaskan bagaimana fakta-fakta hukum itu sesungguhnya 
terjadi dan apa penyebabnya. 
Pendekatan sosiologi hukum melihat hukum tidak dipahami sebagai 
teks dalam undang-undang atau peraturan tertulis tetapi sebagai kenyataan 
sosial yang hadir dalam kehidupan. Hukum tidak dipahami secara tekstual 
normative tetapi secara konteksual. Sejalan dengan itu maka pendekatan 
hukum tidak hanya dilandasi oleh sekedar logika hukum tetapi juga dengan 
logika sosial dalam rangka seaching for the meaning. Pendekatan ini 
diharapkan dapat menjelaskan berbagai fenomena hukum yang ada melalui 
alat bantu logika ilmu-ilmu sosial. Berbagai praktek-praktek hukum yang tidak 
sesuai dengan aturan normatif, disparitas hukum, terjadinya deviant behavior, 
anomali hukum, ketidakpatuhan (disobedience), pembangkangan hukum, 
violent, kriminalisme dan sebagainya akan lebih mudah dijelaskan melalui 
pendekatan ini. 
Castberg F. memberikan reaksi terhadap pandangan yang dualistik 
dari karakter hukum ini, yaitu suatu fakta bahwa orang mengenal karakter 
normatif dari hukum sebagai suatu sistem normatif yang mengikat, tidak 
pernah berusaha membuat solusi yang dapat memecahkan problem yang 
menyangkut hubungan antara hukum dengan realitas. Dasar-dasar dari 
hukum adalah keputusan-keputusan faktual yang didasarkan pada fakta-
fakta, bentuk-bentuk tindakan atau perilaku individu dan kesadaran akan 
kewajiban yang semuanya terletak di dalam kenyataan yang bersifat psycho-
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psycsical. Masalah kemudian terjadi karena hukum -seperti digambarkan 
Kelsen- muncul ke permukaan baik sebagai sollen dan sein. Suatu kenyataan 
bahwa kedua kategori itu secara logis berbeda dan terpisah satu sama lain 
Persepsi normatif dogmatis pada hakekatnya menganggap apa yang 
tercantum dalam peraturan hukum sebagai deskripsi dari keadaan yang 
sesuangguhnya.7 
 
B. Skema Piramida Dalam Dunia Bisnis 
1. Definisi Skema Piramida 
Skema Piramid menurut WFDSA (World Federation Of Direct Selling 
Association) diartikan sebagai berikut:8 
Pyramid selling is a fraud. It is a mechanism by which promoters of so-
called ‘investment’ or ‘trading’ schemes enrich themselves in a 
geometric progression through the payments made by recruits to such 
schemes. Related deceitful schemes have been described in various 
international jurisdictions as chain letters, chain selling, money games, 
referral selling, and investment lotteries. 
 
Artinya, metode penjualan piramida adalah sebuah bentuk penipuan 
yang dilakukan promotor dalam kegiatan yang disebutnya ‘investasi’ atau 
‘perdagangan (bisnis)’ dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri. 
Kekayaan tersebut diperoleh dari pembayaran dana oleh barisan orang yang 
dibentuk melalui sistem rekruitmen, dan menempatkannya sedemikian rupa 
                                                          
7 Castberg F, 1957, Problem of Legal Philosophy, London: Oslo University Press, hlm. 34. 
8 World Federation of Direct Selling Association, Pyramid Scheme, Diakses dari 
http://www.wfdsa.org/index.cfm%20pyramid%20schemes_files/subArchive, Diakses tanggal 2 
November 2015, Pukul 22. 45 WITA. 
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hingga membentuk sebuah piramida. Skema Piramida dalam berbagai 
yurisdiksi internasional dikenal dalam praktik surat berantai, penjualan 
berantai, permainan uang, penjualan bujukan dan investasi perjudian.  
Skema Piramida diartikan pula sebagai sistem investasi palsu yang 
membayar peserta lama dari uang peserta baru yang direkrutnya, bukan dari 
laba yang riil. Skema ini ditakdirkan untuk runtuh, sebab pendapatan jika ada, 
akan kurang untuk pembayaran para peserta. Keilegalan Skema Piramid 
terletak pada timbulnya kerugian nasabah pada level terbawah atas 
hilangnya sejumlah uang yang diinvestasikan ke dalam bisnis tersebut. 
Menurut Andrias Harefa, Skema Piramid merupakan sistem bisnis 
ilegal, dimana keuntungan yang diperoleh sejumlah orang yang berada pada 
posisi atas piramid (anggota lama) dibayarkan dari dana sejumlah orang 
yang berada pada posisi bawah piramid (anggota baru).9 Skema Piramida 
(pyramid scheme) jika ditinjau dari segi kata terdiri dari kata skema dan 
piramida. Skema merupakan kata serapan yang berasal dari bahasa Inggris, 
yaitu schema yang berarti bagan, rancangan, atau rangka-rangka. 
 Perluasan makna skema dijelaskan dalam kamus A Dictionary of 
Reading yaitu suatu rencana terstruktur atau sistem yang konseptual untuk 
memahami sesuatu. Sedangkan kata piramida berasal dari nama bangunan 
makam raja-raja mesir kuno (fir’aun) yang berbentuk limas atau menyerupai 
bentuk segitiga sama-kaki.  Skema Piramida dalam konteks ini dikaitkan 
                                                          
9 Andrias Harefa, 2007, Menapaki Jalan DS-MLM, Yogyakarta: Gradien Books, hlm. 84. 
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dengan praktek bisnis ilegal, yang berarti metode bisnis ilegal terstruktur, 
dimana melibatkan sejumlah orang dan menempatkannya sedemikian rupa 
sehingga mirip dengan bentuk piramid. Tujuan penggunaan skema ini adalah 
untuk mendapat kekayaan atau keuntungan yang besar dalam waktu singkat 
dengan cara-cara yang melanggar hukum. 
 
2. Awal Penggunaan Skema Piramida Dalam Bisnis 
Beberapa perusahaan telah menggunakan Skema Piramid dan juga 
Investasi Surat Berantai pada tahun 1960-an, seperti Koscot, Bestline, 
Nutribio, Dare-to-be-Great dan lain-lain.10 Ada pendapat bahwa hal ini telah 
dilakukan sejak tahun 1920-an dan mengaitkannya dengan Skema Ponzi 
(ponzi scheme) yang diambil dari nama pelaku utamanya Carlo Ponzi. Carlo 
Pietro Giovanni Guglielmo Tebaldo Ponzi atau dikenal juga dengan nama 
Charles Ponzi adalah seorang imigran asal Italia yang lahir pada tanggal 03 
Maret 1882. Ponzi dikenal sebagai salah satu penipu terbesar dalam sejarah 
Amerika Serikat.11 
Ponzi mulai pindah dari Italia dan menetap di Kanada pada tahun 
1903, disana ia pernah dua kali masuk penjara karena terlibat kasus 
pemalsuan dan penipuan. Setelah dibebaskan dari penjara Kanada, Ponzi 
kemudian pindah ke Boston pada tahun 1920. Ia kemudian menemukan 
                                                          
10Ibid., hlm. 87. 
11 Belajar Line, Sejarah Skema Ponzi, Diakses dari http://belajarline.blogspot.com/2011/05/sejarah-
skema-ponzi.html,Diakses tanggal 2 November 2015, Pukul 21.53 WITA.   
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sebuah cara untuk mendapatkan banyak uang dengan cara menjual Postal 
Reply Coupons (PRC).12 
PRC diterbitkan di bawah Universal Postal Convention (Konvensi Pos 
Sedunia) yang pada masa itu digunakan dalam surat menyurat internasional 
sebagai pengganti perangko untuk pengiriman surat atau barang.13 Misalkan 
si A di sebuah negara mengirim surat kepada si B (biasanya perusahaan 
atau badan lainnya) yang berada di negara lain untuk memesan suatu 
barang, si B mensyaratkan setiap pemesanan barang harus disertai PRC. 
PRC tersebut bisa ditukarkan dengan perangko untuk mengirim barang-
barang yang diminta kliennya melalui jasa pos, maksudnya agar si B tidak 
terbebani biaya perangko karena si A sudah menyediakannya dalam bentuk 
PRC. PRC tersebut juga bisa diuangkan. 
Inflasi di Eropa cukup tinggi pasca Perang Dunia II, sehingga terjadi 
perbedaan biaya pengiriman lewat pos dari Amerika Serikat ke Eropa dengan 
dari Eropa ke Amerika Serikat. Akibatnya, PRC yang dijual di Italia atau di 
Eropa harganya lebih rendah dibandingkan dengan di AS. Ide Ponzi adalah 
membeli PRC dari Italia, kemudian diuangkan di AS. Ponzi selanjutnya 
mendirikan The Security Exchange Company di Boston dan 
                                                          
12Ibid. 
13 Debra A Valentine, General Counsel For The U.S. Federal Trade Commission, “Pyramid Schemes”, 
Presented at the International Monetary Fund’s Seminar on Current Legal Issues Affecting Central 
Banks, Washington DC, 13 Mei 1998.   
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memperkenalkannya sebagai usaha spekulasi perangko.14 Ia menggalang 
dana melalui agen-agen yang diberinya komisi tinggi untuk mengajak 
masyarakat menginvestasikan uang dengan janji pembayaran bunga sebesar 
40% dalam waktu 90 hari, sementara pada saat itu bank hanya mampu 
memberi bunga sebesar 5% per tahun. Tawaran Ponzi berhasil memikat 
banyak orang dan hanya dalam waktu 4 bulan, Ponzi mampu mengumpulkan 
dana sebesar $420.000 (setara dengan 620 kg emas) dari para investornya. 
Perusahaan Ponzi semakin terkenal dan mendapatkan banyak dana 
investasi setelah harian The Boston Post menerbitkan artikel yang berisi 
pandangan positif terhadap bisnis Ponzi. 
Ide Ponzi sesungguhnya telah gagal sejak awal. Hal ini disebabkan 
karena jumlah investasi yang diterima Ponzi tidak sesuai dengan PRC yang 
beredar, dan PRC sendiri tidak dapat dibeli dalam jumlah banyak. Ponzi 
kemudian menemukan ide baru, yaitu membayar uang investor lama dari 
uang investor baru. Metode ini diberinya nama bubble burst.. Ide tersebut 
pada mulanya berjalan dengan lancar, sebab jumlah investor di perusahaan 
Ponzi mengalami peningkatan. Dana baru yang masuk bisa menutup 
pembayaran bunga kepada investor lama, dan kebanyakan dari investor 
Ponzi tidak mengambil bunga dari investasinya melainkan menanamnya 
kembali. Ponzi selanjutnya menyimpan seluruh uang nasabahnya di sebuah 
                                                          
14 Finance Detik, Madoff Dan Tipu-Tipu Investasi Ala Skema Ponzi, Diakses dari 
http://finance.detik.com/madoff-dan-tipu-tipu-investasi-ala-skema-ponzi, Diakses tanggal 2 
November 2015, Pukul 22.06 WITA . 
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bank bernama Hanover Trust Bank, dan dengan uang tersebut ia dapat 
menerima bunga sebesar 5% yang merupakan keuntungan riil dari Security 
Exchange Company (SEC). 
Pola bisnis Ponzi ternyata telah menarik perhatian Clarence Barron, 
seorang analis keuangan. Berdasarkan penelitiannya, Barron kemudian 
menuliskan sebuah artikel dalam harian The Boston Post yang berisi analisa 
bahwa pola bisnis Ponzi di SEC secara finansial tidak mungkin 
menguntungkan. Tidak ada kecocokan antara volume PRC dengan 
keuntungan yang dijanjikan Ponzi kepada nasabahnya. Berita ini sempat 
membuat beberapa investor menarik dananya dari SEC, dan mereka 
mendapat pengembalian dana dari cek Hanover Trust Bank. 
Pemerintah AS kemudian menginvestigasi usaha Ponzi, dan hasilnya 
menyatakan bahwa Ponzi telah bangkrut. Aset yang dimiliki Ponzi hanya 
sekitar US$ 1,6 juta jauh dibawah nilai hutangnya pada para investor. Ponzi 
akhirnya dijatuhi hukuman penjara selama 5 (lima) tahun oleh Pengadilan 
Federal dengan tuduhan penipuan melalui surat. Skema Ponzi menjadi 
sangat terkenal dan sekaligus mengilhami orang-orang yang tidak 
bertanggung jawab untuk mengadopsinya ke dalam berbagai jenis bisnis, 
tidak terkecuali bisnis MLM. Pengadopsian Skema Ponzi ke dalam bisnis 
MLM kemudian melahirkan skema jenis baru, yaitu Skema Piramida. 
Praktek bisnis dengan konsep Skema Piramida di Indonesia juga 
berasal dari Skema Ponzi yang pertama kali diterapkan Jusup Handojo 
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Ongkowidjaja dalam Yayasan Keluarga Adil Makmur (YKAM) yang 
didirikannya pada tahun 1987 di Jakarta. Ongko memperkenalkan YKAM 
sebagai usaha ‘tabung-pinjam gotong-royong’ yang menawarkan paket kredit 
sebesar Rp 5 juta tanpa bersusah payah. Syaratnya para peserta cukup 
membayar biaya pendaftaran sebesar Rp 50 ribu, dan menyetor tabungan Rp 
30 ribu sebanyak tujuh kali dalam waktu satu bulan. Pengembalian pinjaman 
Rp 5 juta tersebut dapat diangsur selama 15 tahun, dan jika sudah lunas 
peminjam juga dijanjikan bonus sebesar Rp 9,6 juta. Tawaran ini berhasil 
memikat banyak orang, anggota YKAM sampai bulan Februari 1988 
mencapai lebih dari 44.000 orang dengan paket terdaftar sebanyak 70.000 
buah, tersebar di Jakarta dan 27 kota lainnya. 
Selanjutnya, usaha YKAM hanya bertahan sampai bulan Februari 
1988. Pada saat itu Ongko sedang mengalami kesulitan dalam mencairkan 
paket kredit yang sudah jatuh tempo. Rencana pencairan sekitar 291 paket 
kredit yang berjumlah lebih dari Rp 1 milyar gagal, sebab pada saat itu uang 
yang ada di kas YKAM hanya Rp 30 juta. Para anggota menjelang hari jatuh 
tempo seperti biasanya mendatangi kantor YKAM untuk meminta pembagian 
paket pinjaman Ongko yang pada saat itu tidak dapat mengabulkan 
pencairan paket terpaksa menyerahkan diri ke polisi. Ia ditahan dan 
kemudian kasusnya disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. 
Hasil pemeriksaan di pengadilan menyatakan Ongko telah 
menghimpun dana sebesar Rp 18 milyar melalui YKAM, tetapi yang sempat 
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menikmati paket kredit Ongko hanya 2337 orang yang totalnya Rp 12 milyar, 
sehingga sisanya Rp 6 milyar dinyatakan telah dikorupsi oleh Ongko. Ongko 
akhirnya divonis 15 tahun penjara dengan tuduhan melakukan penipuan 
tindak pidana korupsi, sampai di tingkat kasasi vonis yang dijatuhkan tetap 
tidak berubah. Skema Ponzi terapan Ongko ternyata juga telah mengilhami 
sejumlah orang yang tidak bermoral untuk mengadopsinya ke dalam 
berbagai jenis bisnis di Indonesia. Praktek bisnis dengan metode serupa 
yang pernah beroperasi di Indonesia seperti PT Multi Jaya Indovesco (1992), 
PT Suti Kelola (1992), Arisan Danasonik (1995), PT Banyumas Mulya Abadi 
(1996), Kospin (1998), PT Qurnia Subur Alam Raya (2001), PT Adess 
Sumber Hidup Dinamika (2003), IBIST (2007), dll.15 
 
C. Skema Piramida Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 
Tentang Perdagangan 
Terdapat landasan filosofis, sosiologis, dan ekonomis lahirnya UU 
Perdagangan antara lain yaitu bahwa pembangunan di bidang ekonomi 
diarahkan dan dilaksanakan untuk memajukan kesejahteraan umum melalui 
pelaksanaan demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi 
berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta 
dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional 
                                                          
15 Adler Haymans Manurung, 2009, Berinvestasi dan Perlindungan Investor di Pasar Modal, Jakarta: 
IKPIA Perbanas, hlm. 15.   
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sebagaimana diamanatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. Kemudian pelaksanaan demokrasi ekonomi yang 
dilakukan melalui kegiatan perdagangan merupakan penggerak utama dalam 
pembangunan perekonomian nasional yang dapat memberikan daya dukung 
dalam meningkatkan produksi dan memeratakan pendapatan serta 
memperkuat daya saing Produk Dalam Negeri. 
Berdasarkan landasan tersebut di atas, maka dibuatlah seperangkat 
aturan hukum dalam UU Perdagangan dengan harapan dapat menciptakan 
keadilan sosial dan keadilan ekonomi. Salah satu topik yang dalam 
kesempatan ini akan penulis bahas yaitu mengenai aturan hukum skema 
piramida. Dalam Pasal 9 UU Perdagangan dirumuskan: 
Pasal 9 
Pelaku Usaha Distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida 
dalam mendistribusikan Barang. 
 
Terdapat tiga unsur pokok yang harus dipahami terlebih dahulu dalam 
ketentuan Pasal 9 UU Perdagangan. Unsur tersebut yaitu Pelaku Usaha, 
Distribusi, dan Skema Piramida. Pasal 1 angka 14 UU Perdagangan 
mendefinisikan pelaku usaha yaitu: 
 
Pasal 1 angka 14 
Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara 
Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan 
badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum 
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Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha 
di bidang Perdagangan. 
 
Selanjutnya Pasal 1 angka 11 mendefinisikan distribusi yaitu: 
Pasal 1 angka 11 
Distribusi adalah kegiatan penyaluran Barang secara langsung atau 
tidak langsung kepada konsumen. 
 
Kegiatan distribusi barang kemudian diatur lebih lanjut dalam Pasal 7 
UU Perdagangan yang merumuskan: 
Pasal 7 
(1) Distribusi Barang yang diperdagangkan di dalam negeri secara 
tidak langsung atau langsung kepada konsumen dapat dilakukan 
melalui Pelaku Usaha Distribusi. 
 
(2) Distribusi Barang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan rantai Distribusi 
yang bersifat umum: 
a. distributor dan jaringannya; 
b. agen dan jaringannya; atau 
c. waralaba. 
 
(3) Distribusi Barang secara langsung sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) dilakukan dengan menggunakan pendistribusian khusus 
melalui sistem penjualan langsung secara: 
a. single level; atau 
b. multilevel. 
Selanjutnya mengenai strategi menjalankan kegiatan distribusi, pelaku 
usaha distribusi dilarang menerapkan sistem skema piramida, sebagaimana 
telah disebutkan sebelumnya dalam Pasal 9 UU Perdagangan. Skema 
piramida kemudian dijelaskan dalam Penjelasan Umum Pasal 9 UU 
Perdagangan sebagai istilah/nama kegiatan usaha yang bukan dari hasil 
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kegiatan penjualan Barang. Kegiatan usaha itu memanfaatkan peluang 
keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan 
terutama dari biaya partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau 
setelah bergabungnya mitra usaha tersebut.  
Berdasarkan definisi skema piramida tersebut, maka jelas bahwa 
pelaku usaha distribusi dilarang memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra 
usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya 
partisipasi orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya 
mitra usaha tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang. Sehingga 
secara logis, meskipun pelaku usaha distribusi tetap memanfaatkan peluang 
keikutsertaan mitra usaha untuk memperoleh imbalan atau pendapatan 
dengan menggunakan biaya partisipasi, sepanjang antara pelaku usaha 
distribusi dengan mitra usahanya tetap terjadi kegiatan penyaluran dan/atau 
penjualan barang, maka kegiatan ini tidak terkualifikasi sebagai sistem skema 
piramida. 
Selanjutnya penggunaan skema piramida dalam usaha distribusi 
dikenakan sanksi pidana, hal ini diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan 
yang merumuskan:  
Pasal 105 
Pelaku Usaha Distribusi yang menerapkan sistem skema piramida 
dalam mendistribusikan Barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 
dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun 




Pemerintah melihat penggunaan skema piramida sebagai suatu 
kejahatan, yang dalam pandangan penulis dikategorikan sebagai Mala 
Prohibita. Mala Prohibita adalah konsep yang mengacu kepada perbuatan 
yang tergolong kejahatan karena diatur demikian oleh hukum positif atau oleh 
Undang-Undang. 
 
D. Hukum Dan Ekonomi 
Hubungan antara ekonomi dengan sector hukum tidak hanya berupa 
pengaturan hukum terhadap aktivitas perekonomian, melainkan juga 
bagaimana pengaruh sektor ekonomi terhadap hukum. Dalam hal ini, sekali 
lagi kita perlu memandang hukum seabgai sesuatu yang tidak otonom 
sifatnya, yang mempunyai hubungan saling memengaruhi dengan sector-
sektor nonhukum, termasuk sektor ekonomi.  Jika kita hanya memandang 
bagaimana hukum mengatur sektor ekonomi, maka kita berada dalam bidang 
hukum ekonomi. Menurut Sumantoro, hukum ekonomi adalah seperangkat 
norma-norma yang mengatur hubungan kegiatan ekonomi, yang secara 
substansial sangat dipengaruhi oleh sistem ekonomi yang digunakan oleh 
negara yang bersangkutan (liberalism, sosialistis, atau campuran). Untuk 
Indonesia, ruang lingkup hukum ekonomi mendapatkan dasar dari Pasal 33 
UUD NRI 1945.  
Hukum ekonomi ini tentu saja sangat luas cakupannya sehingga para 
pakar membuatkan klasifikasi yang cukup luas. Ada yang membagi hukum 
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ekonomi atas hukum ekonomi produksi, hukum ekonomi konsumsi, hukum 
ekonomi distribusi, dan hukum ekonomi keuangan. Ada juga yang 
membedakan atas hukum ekonomi pertanian, hukum ekonomi 
pertambangan, hukum ekonomi industry, hukum ekonomi pembangunan, 
hukum ekonomi perdagangan, hukum ekonomi utility (prasarana), hukum 
ekonomi angkutan, hukum ekonomi jasa-jasa masyarakat, dan hukum 
ekonomi pemerintah.  Namun persoalan hubungan hukum dan ekonomi 
bukan sekedar hubungan satu arah hukum yang mengatur sector 
perekonomian, melainkan juga sejauh mana hukum memengaruhi dan 
memeroleh pengaruh dari sector ekonomi. 
Paling tepat jika kita menggunakan konsep inputs-outputs dari Harry 
C. Bredeimer.  Bredeimer mengikuti pandangan Talcott Parsons, yang 
melihat fungsi subsistem ekonomi sebagai fungsi adaptasi. Namun demikian, 
ia tidak melihat fungsi adaptasi hanya berada pada ekonomi, melainkan juga 
pada ilmu dan teknologi. Dengan demikian, subsistem ekonomi (termasuk 
juga ilmu dan teknologi) merupakan kegiatan penggarapan sumber daya 
alam untuk kemanfaatan umat manusia. Dari subsistem ini muncul konflik-
konflik kepentingan yang menimbulkan persengketaan dan membutuhkan 
penyelesaian di muka pengadilan. Inilah yang oleh Bredeimer dilihat sebagai 
“masukan-masukan” dari subssitem ekonomi (plus ilmu dan teknologi) ke 
dalam pengadilan. Pengadilan mengolah masukan tadi, kemudian dihasilkan 
“luaran-luaran” melalui putusannya berupa penerbitan terhadap hubungan 
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kepentingan yang tadinya tidak serasi. Selanjutnya, kepentingan-kepentingan 
itu bias diterbitkan dan diorganisasikan kembali sehingga terintegrasi dalam 
wujud ketertiban. Pengorganisasian oleh pengadilan tadi dapat berwujud 
penegasan tentang hak-hak, kewajiban-kewajiban, pertanggung jawaban, 
ganti kerugian, dan sebagainya. Gambaran tentang hubungan antara hukum 
dan ekonomi, oleh Bredemier dinamakannya: The Law and Adaptive 
Process. 
 
E. Kajian Sosiologi Hukum Dalam Bidang Ekonomi 
Bagian ini sengaja penulis buat sebab objek kajian penulis dalam 
penelitian ini merupakan suatu kegiatan perekonomian. Suatu kegiatan 
perekonomian biasanya hanya dikaji dari segi manajerial dan penerapan 
rumusan-rumusan matematis untuk menghitung untung-rugi. Namun ketika 
kegiatan perekonomian diatur dalam aturan hukum, maka berbagai 
pendekatan dalam bidang hukum, seperti sosiologi hukum, dapat diterapkan 
dalam menganalisis suatu kegiatan perekonomian. Hubungan antara ilmu 
ekonomi dengan ilmu sosial lainnya telah dapat diserasikan namun hingga 
kini tampaknya hubungan antara ilmu ekonomi khususnya ilmu ekonomi 
pembangunan dengan ilmu hukum belum dapat diserasikan, walaupun 
sasaran hukum sama dengan sasaran ekonomi dan banyak produk hukum 
yang mengatur bidang ekonomi. 
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Perubahan ekonomi menimbulkan kemungkinan perubahan 
masyarakat dan setiap perubahan menimbulkan instabilitas. Dalam hal 
terjadinya perubahan masyarakat yang disebabkan oleh perubahan ekonomi 
maka hukum harus dapat menyerasikan diri dengan perubahan tersebut. 
Begitupun sebaliknya, ketika terdapat perubahan dalam suatu aturan hukum, 
maka masyarakat dengan segala kegiatan perekonomiannya harus dapat 
menyesuaikan diri.  Hubungan timbal balik ini terkadang berjalan tidak sesuai 
dengan seharusnya. Banyak faktor yang dapat mempengaruhi hubungan ini, 
dalam kaitan inilah kajian sosiologi hukum dalam bidang ekonomi bertugas 
untuk menjelaskannya. 
Berkaitan dengan pengaruh sistem hukum dalam pembuatan produk 
perundang-undangan di bidang ekonomi, pada saat sekarang ini sistem 
hukum di Indonesia setidaknya sedang mengalami dua fenomena kolaboratif 
diametral yang acapkali tidak menunjukkan warna yang seirama. Fenomena 
pertama adalah disatu sisi ‘tarikan dari atas dan kebawah terhadap sistem 
hukum Indonesia’ oleh globalisasi hukum, dan di sisi lain adalah otonomi 
daerah. Kedua tarikan ini tentunya memberikan pengaruh terhadap bidang 
hukum dan ekonomi, baik dalam tataran konsep maupun implementasinya. 
Adapun fenomena kedua adalah ‘terjadinya disharmonisasi akibat dualisme 
sistem hukum yang berlaku di Indonesia’, yaitu antara sistem hukum Eropa 
Kontinental dan sistem hukum Anglo Saxon dan Common Law yang 
mewarnai hukum ekonomi terkini.  
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Fenomena tarikan kebawah terhadap sistem hukum Indonesia dapat 
dijelaskan sebagai berikut. Walaupun saat ini Common law mendominasi 
tradisi hukum di Indonesia, namun setelah Undang-Undang otonomi daerah 
diberlakukan sejak tahun 2001, sistem hukum adat dan sistem hukum Islam 
ternyata semakin melihatkan identitasnya sebagai nilai-nilai yang patut 
diperhitungkan kebangkitannya didaerah-daerah tertentu. Di era otonomi, elit 
birokrasi sudah relative lebih memaham substansi Hukum Islam dan Hukum 
Adat guna pencapaian pemenuhan kebutuhan dan visi daerahnya. Hal ini 
tentunya tidak lain karena kedekatan kultural kedua sistem hukum dimaksud 
yang dijumpai dan telah lama ada di keseharian kehidupan masyarakat 
dimasing-masing daerah.  
Disamping itu, saat ini beragam organisasi masyarakat (ormas) 
maupun lembaga swadaya masyarakat (NGO) lebih banyak tersebar 
diseluruh pelosok daerah sehingga kedua sistem hukum tersebut berpotensi 
tersosialisasi secara cepat dan luas di tengah-tengah masyarakat. Munculnya 
era desentralisasi menjadi faktor pendorong pula dalam merealisasikan 
keinginan dari bawah (daerah). Daerah-daerah yang sudah siap dengan 
sistem desentralisasi dapat mewujudkan hukum Islam maupun Hukum Adat 
dengan dua cara. Pertama, melalui otonomi khusus, yang tentunya dapat 
ditempuh setelah mempunyai sandaran Ketetapan MPR (TAP MPR). Kedua, 
melalui Peraturan Daerah (Perda), yang dalam hal ini Pemerintah Daerah 
dapat membuat Perda yang substansinya memperkokoh penegakan hukum 
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terhadap ketentuan Undang-Undang yang sudah berlaku. Dengan demikian 
dapat dikatakan bahwa tarikan dari bawah terhadap sistem hukum di 
Indonesia terwujud dengan munculnya trend ‘mikro nasionalisme sistem 
hukum’ di beberapa daerah di Indonesia. 
Mikro nasionalisme sistem hukum yang dimaksud adalah dimulainya 
orde hukum baru yang ditandai dengan bermunculannya peraturan-peraturan 
lokal beserta derivasinya sebagai akibat dibukanya keran otonomi daerah. 
Dewasa ini sudah diakui denga luas, betapa peraturan yang lebih rendah dari 
Undang-Undang itu mampu membentuk ‘orde hukum’ tersendiri. Guna 
menumbuhkan sinergi antara orde Undang-Undang dan orde peraturan lokal 
yang notabene merupakan bentuk tarikan kebawah terhadap sistem hukum 
Indonesia, diperlukan upaya-upaya pengawasan hukum. Namun ketika 
keterbatasan sistem pengawasan hukum formal yang dijalankan Mahkamah 
Agung muncul sebuah kendala, maka pengawasan hukum informal agaknya 
menjadi penting untuk dilakukan. Inilah tugas para akademisi, yaitu para 
doctor, professor dan cendikiawan diberbagai kampus di tanah air. 
Ketidakpastian hukum akan berpengaruh pada perekonomian. Ada 
tiga faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di 
Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak 
berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, kedua, aparat 
lemah dalam menjalankan aturan, dan ketiga, penyelesaian sengketa-
sengketa dibidang ekonomi tidak bisa diramalkan. Oleh karena itu, 
30 
 
menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan 
unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus 
mampu menjamin adanya kepastian hukum khususnya adanya sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan 
daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, 
melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin, reformasi peraturan 
perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksivitas dengan langkah 
manageable, available, workable, and interwoven easily with all aspect of 
social life, jika hal ini tidak dilakukan maka hukum mengenai ekonomi 
semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang tengah terjadi 
sekarang ini. 
 
F. Teori Hukum Progresif Dalam Kajian Sosiologi Hukum 
Pada proposal penelitian ini penulis selain menggunakan beberapa 
teori sosiologi ekonomi, penulis juga akan menggunakan teori hukum 
progresif untuk menjadi dasar teoritis dalam melakukan kajian sosiologi 
hukum terkait rumusan masalah yang akan dibahas. Penulis memilih 
menggunakan teori hukum progresif sebab penulis menilai bahwa dasar 
rasionalitas dari teori hukum progresif dapat menjawab permasalahan-
permasalahan hukum pada zaman sekarang dan sangat kontekstual dalam 
menyikapi suatu permasalahan hukum. 
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Bagi hukum progresif, yang dikatakan hukum yang benar itu bukanlah 
bunti undang-undang semata-mata, melainkan denyut kehidupan 
masyarakat. Itulah pasal-pasal yang sebenarnya dari keadilan. Undang-
undang sering kali dibuat situasional, tetapi keadilan bersifat kondisional. 
Situasional artinya berdasarkan pada situasi tertentu, sedangkan kondisional 
adalah kondisi apa yang sedang terjadi pada saat kasus itu muncul.  
Hukum tidak dihasilkan oleh opini mayoritas seperti halnya ketika 
seorang presiden dihasilkan oleh suara terbanyak. Naif kiranya kalau kita 
membayangkan bahwa opini mayoritas dan orang-orang kebanyakan 
otomatis menjadi hukum. Jadi, yang membentuk hukum bukanlah “public 
opinion”, melainkan kekuatan social yang benar-benar dikerahkan. 
Kekuasaan, kekuatan, dan pengaruh social muncul dalam berbagai ukuran 
dan bentuk. Dengan mengacu pada pengertian dan asal hukum 
sebagaimana diuraikan di atas, maka hukum yang dibentuk atau dibangun 
harus mengandung komponen-komponen sebagai berikut: (1) merupakan 
salah satu lembaga dalam masyarakat; (2) merupakan cerminan dari nilai-
nilai yang berlaku dalam masyarakat; (3) terdiri atas komponen struktur, 
substansi, dan kultur; dan (4) diperkuat dengan anasir yang bersifat 
memaksa.  
Hukum progresif adalah sebuah konsep mengenai cara berhukum. 
Cara berhukum itu bermacam-macam dan hukum progresif memiliki 
tempatnya sendiri. Cara berhukum progresif tidak sekedar menerapkan 
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hukum positif legalistis, menerapkan undang-undang, membaca atau 
mengeja undang-undang dan menerapkannya seperti mesin, melainkan 
suatu aksi atau usaha (effort). Cara berhukum ini lebh menguras energy, baik 
pikiran maupun empati dan keberanian. 
Berhukum tidak dilakukan dengan mengutak-atik teks undang-undang 
dan menggunakan logika, melainkan dengan akal sehat dan nurani. Dalam 
hukum progresif, berhukum atau menjalankan hukum adalah untuk 
menciptakan keadilan dalam masyarakat, yang tidak pernah berhenti 
melainkan terus mengalir mewujudkan gagasannya, yaitu hukum untuk 
manusia. Hukum progresif juga memiliki tipe responsive, hukum akan selalu 
dikaitkan pada tujuan-tujuan di luar narasi tekstual hukum itu sendiri, yang 
disebut Nonet dan Selznick sebagai, “the soveregnity of purpose”. Pendapat 
ini sekaligus mengkritik doktrin due process of law. Tipe responsife menolak 
otonomi hukum yang bersifat final dan tidak dapat digugat. 
 
G. Hukum Dan Perubahan Sosial 
Proses hukum yang berlangsung di dalam suatu jaringan atau sistem 
kemasyarakatan, mengandung arti bahwa hukum hanya mampu dimengerti 
dengan jalan memahami dulu sistem kemasyarakatan dan bahwa hukum 
merupakan suatu proses. Hukum bertujuan untuk mengakomodir aktivitas-
aktivitas warga masyarakat di mana aktivitas-aktivitas itu senantiasa berubah 
sesuai dengan perubahan masyarakat.  Efektif atau tidaknya suatu aturan 
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hukum sangat bergantung pula pada mampu atau tidaknya aturan hukum itu 
menyesuaikan diri dengan perubahan masyarakatnya. Kalau hukum tidak 
mampu lagi menyesuaikan diri dengan perubahan yang telah terjadi di dalam 
masyarakat, maka akan berlakulah pameo hukum: het recht hink achter de 
feiten aan (hukum senantiasa terseok-seok mengikuti peristiwa yang 
seyogyanya diaturnya).  
Bagian ini penulis akan membedakan teori-teori tentang perubahan 
hukum dan perubahan masyarakat. Pembahasan ini cukup penting 
mengingat rumusan masalah yang akan penulis kaji nantinya berkaitan 
dengan penyebab sosiologis munculnya suatu aturan dalam masyarakat. 
Setelah itu penulis juga akan mengkaji mengenai dampak sosiologis dari 
aturan tersebut. Perihal perubahan hukum dan perubahan masyarakat 
kemudian dibagi menjadi dua kelompok; pertama yang menganggap hukum 
yang mengikuti perubahan masyarakat dan kedua, masyarakat yang 
mengikuti perubahan hukum dan perubahan yang dikehendaki oleh hukum. 
1. Hukum Menyesuaikan Diri Dengan Perubahan Masyarakat 
Mengapa hukum dituntut mampu menyesuaikan diri terhadap 
perubahan masyarakat, tidak lain karena fungsi hukum adalah untuk 
melindungi kepentingan warga masyarakat. Hukum berfungsi untuk 
mengatasi konflik kepentingan yang mungkin timbul di antara warga 
masyarakat. Persoalan penyesuaian hukum terhadap perubahan yang terjadi 
dalam masyarakat, terutama yang dimaksud adalah hukum tertulis atau 
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perundang-undangan. Hal ini sehubungan dengan kelemahan perundang-
undangan seperti statis, kaku, kurang jelas, tidak lengkap, dan tidak tuntas.  
Perubahan hukum memang senantiasa dirasakan perlu dimulai sejak 
adanya kesenjangan antara keadaan-keadaan, peristiwa-peristiwa, serta 
hubungan-hubungan dalam amsyarakat, dengan hukum yang mengaturnya. 
Bagaimanapun, kaidah hukum tidak mungkin kita lepaskan dari hal-hal yang 
seyogyanya diaturnya, sehingga ketika hal-hal yang seyogyanya diaturnya 
tadi telah berubah sedemikian rupa, tentu saja dituntut perubahan hukum 
untuk menyesuaikan diri agar hukum masih efektif dalam pengaturannya.  Di 
sini yang ditekankan adalah hukum senantiasa menunggu terjadinya 
perubahan kebutuhan masyarakatnya, barulah kemudian juga ikut berubah 
demi menyesuaikan diri dengan perubahan kebutuhan masyarakatnya itu. 
Perubahan hukum untuk menyesuaikan diri terhadap perubahan 
masyarakat yang telah terjadi lebih dulu, di masa modern dan era globalisasi 
ini membutuhkan proses perubahan yang lebih cepat jika dibanding dengan 
perubahan hukum di zaman kuno dulu.suatu aturan yang sudah ketinggalan 
dari kebutuhan masyarakatnya, mustahil dapat mewujudkan tujuan yang 
ingin dicapai oleh hukum, seperti keadilan dan kemanfaatan. 
2. Hukum Menjadi Alat Melakukan Perubahan Masyarakat 
Pandangan bahwa hukum tidak sekedar pasif menunggu adanya 
perubahan, tetapi aktif menciptakan perubahan, di mana peranan hukum 
35 
 
dalam pembangunan adlaah justru untuk mendirikan infrastruktur bagi 
tercapainya perubahan politik, perubahan eknomi dan perubahan sosial di 
dalam masyarakat. Seorang yuris sebagaimana yang dituliskan oleh Roscoe 
Pound dalam artikelnya yang berjudul Scope and Purpose of Sociological 
Jurisprudence harus mengetahui dan mempelajari efek bagaimana hukum 
perundang-undangan itu beroperasi dalam masyarakat dan bagaimana efek 
yang ditimbulkannya. Hal ini tentu sesuai dengan rumusan masalah kedua 
penulis. 
Sebelum menggunakan hukum sebagai alat melakukan perubahan 
masyarakat, harus diperhatikan pula berbagai aspek non hukum agar 
nantinya peraturan hukum yang dibuat dan digunakan itu dapat mencapai 
tujuan yang menjadi sasarannya. Kalau tidak, mungkin hal sebaliknya yang 
terjadi. Untuk itu diperlukan memperhatikan empat asas utama bagi 
penggunaan metode hukum sebagai alat melakukan perubahan masyarakat 
agar efektivitas peraturan yang dibuat mencapai hasil maksimal. 
Keempat asas utama itu disebutkan oleh Adam Podgorecki sebagai 
berikut:  
1. Menguasasi dengan baik situasi yang dihadapi; 
2. Membuat suatu analisis tentang penilain-penilaian yang ada serta 
menempatkan dalam suatu urutan hirarkhies. Analisis dalam hal ini 
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mencakup pula asumsi mengenai apakah metode yang akan 
digunakan tidak akan lebih menimbulkan suatu efek yang 
memperburuk keadaan; 
3. Melakukan verifikasi hipotesis-hipotesis seperti; apakah suatu 
metode yang dipikirkan untuk digunakan pada akhirnya nanti memang 
akan membawa kepada tujuan sebagaimana yang dikehendaki; 
4. Pengukuran terhadap efek peraturan-peraturan yang ada. 
Pada pandangan yang anti hukum sebagai alat melakukan perubahan 
masyarakat, faktor yang menggerakkan perubahan itu sebenarnya bukan 
hukum, melainkan faktor lain seperti pertambahan penduduk, perubahan nilai 
dan ideologi serta teknologi canggih. Hal itu terlihat jika suatu saat memang 
terjadi perubahan dalam masyarakat sesuai yang dikehendaki hukum, maka 
hukum tetap bukan faktor penyebabnya, hukum hanya merupakan sebagai 
akibat perubahan saja. Jika muncul hukum-hukum baru, sebenarnya hal yang 
demikian itu hanya akibat dari keadaan masyarakat yang memang telah 
berubah sebelumnya, sehingga hukum hanya sekedar mengukuhkan apa 
yang sebenarnya telah berubah.  
Sanggahan di atas tentunya tidak sepenuhnya. Memang sebagian 
perubahan yang dilakukan oleh hukum adalah dilakukan secara tidak 
langsung; seperti misalnya pertumbuhan penduduk yang sudah tiba pada 
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tingkat yang membahayakan, tidak dapat ditekan secara langsung oleh 
hukum. Dalam hal ini, adalah mustahil jika hukum mengeluarkan 
peraturannya untuk membunuh sebagian penduduk agar pertambahan 
penduduk teratasi. Hukum di sini hanya mungkin menekan pertambahan 
penduduk secara tidak langsung melalui ketentuan tentang jumlah anak yang 
ditanggung negara bagi pegawai negeri sipil, serta peraturan-peraturan 
hukum lainnya yang berkaitan dengan keluarga berencana. 
Tetapi ada perubahan yang memang secara langsung digerakkan oleh 
hukum. Contohnya pergeseran kebiasaan masyarakat perkotaan dari 
kebiasaan tidak menggunakan helm di saat berkendaraan beroda dua, 
menjadi kebiasaan menggunakan helm dengan berlakunya ketentuan yang 
mengharuskan penggunaan helm.  Misalnya lagi kebiasaan masyarakat 
perkotaan merokok di semua tempat, dengan keluarnya peraturan mengenai 
kawasan bebas rokok, yang salah satunya di fasilitas publik, maka 









         Metode Penelitian 
 
A. Lokasi Penelitian  
Lokasi penelitian dilakukan di wilayah hukum Kota Makassar, Dinas 
Perindustrian Dan Perdagangan dan Polrestabes Makassar. Penulis memilih 
lokasi penelitian dengan pertimbangan bahwa lokasi penelitian relevan 
dengan masalah yang akan ditelliti. 
 
B. Jenis dan Sumber Data 
1. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau 
yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang–
undangan, dan putusan hakim. Dalam penelitian ini, aturan yang 
menjadi acuan adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan. Selain itu dalam penelitian empiris terhadap hukum, 
hasil penelitian lapangan, baik itu wawancara dan data yang diperoleh 
merupakan bahan hukum primer dalam penelitian ini.  
2. Bahan hukum sekunder itu diartikan sebagai bahan hukum yang tidak 
mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang 
merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli 
yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan 
memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Yang 
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dimaksud dengan bahan sekunder disini oleh penulis adalah doktrin–
doktrin yang ada di dalam buku dan jurnal hukum. 
3. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan 
hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan 
pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum 
tersier yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa 
Indonesia dan Kamus Hukum. 
 
C. Teknik Pengumpulan Data 
Untuk memperoleh data yang dibutuhkan, digunakan teknik 
pengumpulan data Studi Pustaka (Library Research) dan Wawancara 
(interview). Penelitian ini dilakukan dengan telaah pustaka, dengan cara data-
data dikumpulkan dengan membaca buku-buku, literatur-literatur, ataupun 
dengan perundang-undangan yang berhubungan dengan rumusan masalah 
yang akan penulis bahas kemudian menganalisis dan membandingkannya 
dengan hasil wawancara yang telah dilakukan.  
 
D. Analisis Data 
Data yang diperoleh dari data primer, sekunder, tersier, akan diolah 
dan dianalisis berdasarkan rumusan masalah yang telah ditetapkan sehingga 
diharapkan dapat diperoleh gambaran yang jelas. Analisis data yang 
digunakan adalah analisis data yang berupaya memberikan gambaran 
secara jelas dan konkret terhadap objek yang dibahas secara kualitatif dan 
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selanjutnya data tersebut disajikan secara deskriptif yaitu menjelaskan, 
menguraikan, dan menggambarkan sesuai dengan permasalahan yang erat 


















HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Implikasi Sosio-Yuridis Terhadap Ketentuan Larangan Skema 
Piramida Dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan 
Setiap peraturan perundang-undagan yang dilahirkan dan diterapkan 
pastilah memiliki implikasi/efek/akibat dalam kehidupan masyarakat. Hal ini 
jelas sebab sebagaimana fungsi hukum itu sendiri salah satunya sebagai tool 
of social engineering atau alat perubahan sosial. Jika dilihat pada suatu 
peraturan perundang-undangan, terdapat unsur “menimbang” pada bagian 
awalnya. Unsur menimbang tersebut merupakan ide-ide yang menjadi dasar 
lahirnya aturan tersebut sekaligus cita-cita yang ingin dicapai dari dibuatnya 
aturan tersebut. Sehingga berdasarkan hal itu dapat diketahui bahwa setiap 
ketentuan normatif mengharapkan adanya perubahan sosial yang akan 
terjadi yang sesuai dengan keinginan dari pembuat peraturan. 
Ketentuan dalam UU Perdagangan juga mengharapkan adanya 
perubahan sesuai dengan apa yang diatur dalam undang-undang tersebut. 
Pada perihal menimbang dalam UU Perdagangan diharapkan adanya 
implikasi positif yang terjadi ketika aturan ini diterapkan, yaitu terciptanya 
kesejahteraan umum, keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi 
nasional, meningkatkan produksi, memeratakan pendapatan, serta 
memperkuat daya saing produk dalam negeri. Terkait Pasal 9 UU 
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Perdagangan yang melarang pelaku usaha distribusi menerapkan skema 
piramida tentu juga dibuat dengan tujuan jangka panjang untuk mencapai 
apa yang telah dicita-citakan dalam aspek menimbang UU Perdagangan. 
Untuk mengukur sejauh mana implikasi yang timbul dari ketentuan Pasal 9 
UU Perdagangan, penulis kemudian melakukan penelitian. 
Berdasarkan hasil penelitian penulisdi salah satu usaha distribusi 
dengan jenis kegiatan bisnis MLM bernama Tiens, penulis menemukan 
bahwa sama sekali tidak ada efek yang ditimbulkan, baik itu dari segi 
perubahan skema bisnis maupun skema marketing yang dilakukannya.16 
Menurut pihak Tiens, kegiatan Tiens bukanlah merupakan skema piramida, 
sebab setiap anggota Tiens mendapatkan beberapa produk dari Tiens 
sebagai ganti dari biaya partisipasinya. Produk tersebut kemudian dapat 
dijual kembali kepada siapapun atau dapat juga digunakan sendiri oleh 
anggota. Oleh karena itu terdapat kegiatan penjualan barang dalam skema 
bisnis Tiens. Tiens tidak memanfaatkan peluang keikutsertaan mitra usaha 
untuk memperoleh imbalan atau pendapatan terutama dari biaya partisipasi 
orang lain yang bergabung kemudian atau setelah bergabungnya mitra usaha 
tersebut tanpa adanya kegiatan penjualan barang. 
Penulis menilai bahwa apa yang dilakukan dalam kegaitan bisnis 
Tiens masih dapat dikategorikan sebagai skema piramida. Sebab meskipun 
                                                          
16 Wawancara dengan anggota Tiens di Jalan AP Pettarani Ruko Bisnis Centre 3 Blok B No. 0 pada 
tanggal 28 April 2016 Pukul 14.28 WITA, Pukul 14.28 WITA. 
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pada awal masuk setiap anggota mendapatkan produk sebagai ganti dari 
danapartisipasi awalnya, namun setelah itu anggota tersebut tidak lagi 
mendapatkan produk apa-apa, akan tetapi anggota tersebut mendapatkan 
keuntungan dari biaya partisipasi anggota selanjutnya yang dia ajak 
bergabung dalam Tiens. Hal ini tentu merupakan skema piramida, namun 
pelaksanaan skema piramidanya tidak terjadi diawal partisipasi, namun 
terjadi setelah partisipasi atau dengan kata lain terjadi pada saat anggota 
ingin naik pada level yang lebih tinggi. 
Selain Tiens, penulis juga melakukan penelitian pada bisnis MLM 
bernama Dream For Freedom atau yang biasa disingkat dan dikenal dengan 
sebutan D4F. D4F merupakan sebuah bisnis MLM dengan skema bisnis yaitu 
setiap member yang ingin bergabung dapat memilih salah satu paket yang 
diinginkan yaitu paket Silver sebesar 1 juta rupiah, paket Gold sebesar 5 juta 
rupiah dan paket Platinum sebesar 10 juta rupiah. Masing-masing dengan 
janji potensi keuntungan mingguan sebesar 2-25 juta, tergantung paket yang 
dipakai untuk mendaftar. Sejumlah jenis bonus lainnya juga diperoleh jika 
anggota mau mengajak orang lain bergabung. Hal yang sangat penting 
diketahui dalam D4F ialah bahwa bisinis ini tidak melakukan kegiatan jual-beli 
barang dan/atau jasa, keuntungan yang diterima oleh setiap anggota murni 
berasal dari biaya partisipasi dari anggota baru. Meskipun owner dari D4F 
mengakui bahwa setiap keuntungan juga didapat dari bisinis online di 
www.promonesia.com namun setelah di cek pada salah satu situs yang 
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memberikan peringkat terhadap situs-situs yang ada, maka 
www.promonesia.com berada pada urutan 1.425, jauh dibawah situs 
sejenisnya yaitu www.tokopedia.com yang berada diperingkat 16. Fakta ini 
menunjukkan bahwa back up bisnis dari D4F tidaklah masuk akal. 
Berdasarkan Pasal 9 UU Perdagangan, D4F telah melakukan kegiatan 
skema piramida atau dengan kata lain yang sebuah money game, dimana 
setiap uang yang disetorkan oleh anggota menjadi keuntungan bagi anggota 
yang telah mendaftar sebelumnya, tanpa adanya kegiatan penjualan barang 
dan/atau jasa. Meskipun D4F dapat bertahan sepanjang terus ada anggota 
baru yang mendaftar, namun karena ini merupakan suatu bisnis, maka tidak 
ada kepastian akan hal itu. Oleh karena itu sangat dimungkinkan D4F 
berhenti dengan tidak adanya orang yang mendaftar, dengan demikian 
anggota yang paling terakhir mendaftar akan mengalami kerugian sebab 
dana partisipasinya telah digunakan untuk menutupi keuntungan anggota 
yang telah lebih dahulu namun dia sendiri tidak mendapatkan keuntungan. 
Demi pemahaman yang lebih baik penulis kemudian akan 
memaparkan irrasionalitas sistem skema piramida dari kedua bisnis MLM 





Model Bisnis Skema Piramida 
 
(biaya pendaftaran Rp 5 jt)                                                     # 
Level 1 Rp 1,5 jt x 3    = Rp 4,5 jt                       #                    #                    # 
Level 2 Rp 300rb x 9   = Rp 2,7 jt          ###              # # #              # # # 
Level 3 Rp 300rb x 27 = Rp 8,1 jt           9#                 9#                  9# 
Level 4 Rp 300rb x 81 = Rp 24,3 jt               27#               27#                27# 
                                       -------------+ 
                                        RP 39,6 jt 
 
 
Ilustrasi diatas menggambarkan bahwa setiap peserta harus 
membayar sebesar Rp 5jt untuk bergabung, dan setiap peserta dapat 
merekrut beberapa peserta baru. Contoh skema diatas terdiri dari lima level, 
dan setiap peserta sampai level keempat masing-masing berhasil merekrut 3 
downline. Setiap peserta akan dibayar Rp 1,5 jt dari setiap downline yang 
direkrutnya sendiri, dan akan diberikan bonus Rp 300rb untuk setiap peserta 
baru yang berhasil direkrut oleh jaringannya. Peserta pada level pertama 
berdasarkan skema diatas terlihat mendapat peluang yang lebih besar untuk 
memperoleh keuntungan. Promotor (pendiri perusahaan) Skema Piramida 
selalu meyakinkan setiap peserta bahwa mereka bisa menduduki level 
pertama, dan bahwa ia harus mempertimbangkan dirinya berada di bagian 
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atas matriks. Perspektif ini menunjukkan bahwa orang yang berada pada 
level pertama dapat memperoleh Rp 39,6 jt dari investasi sebesar Rp 5jt, 
keuntungan ini berarti ada sebesar 792%. Tawaran ini sangat menggiurkan 
dan patut dipertimbangkan. Pertimbangan tersebut menjadi alasan utama 
mengapa banyak orang memilih untuk bergabung. 
Analisa selanjutnya dari skema diatas ialah dengan melihat puncak 
matriks. Puncak matriks diduduki peserta level pertama, tetapi sesungguhnya 
promotor berada di tempat yang lebih atas dari peserta level pertama. 
Promotor memandang setiap anggota baru sebagai alat spekulasi 
keuntungan, dan membayarkan sedikit beban untuk sebagian peserta dari 
pendapatan yang mengalir padanya. Promotor akan menerima Rp 5jt untuk 
setiap pendaftaran peserta baru, dan paling banyak ia harus membayar Rp 
2,4jt untuk setiap peserta (komisi ditambah bonus). Jadi, promotor akan 
menerima Rp 5jt dari setiap anggota, akan tetapi ia hanya harus membayar 
Rp 1,5 jt untuk setiap anggota baru yang berhasil direkrut langsung oleh 
peserta, dan membayar bonus Rp 300rb kepada upline yang jaringannya 
berhasil merekrut seorang anggota baru.Kesimpulannya, promotor akan 
mengantongi lebih dari setengah jumlah biaya pendaftaran keanggotaan. 
selanjutnya jika diasumsikan skema ini ambruk setelah level kelima terisi, 
maka promotor akan menerima keuntungan sebagai berikut: 
1) Rp 5jt dari biaya pendaftaran yang dikeluarkan peserta level pertama; 
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2) Rp 10,5jt dari 3 orang peserta level kedua (3 x Rp 5jt dikurangi komisi 
peserta level pertama 3 x Rp 1,5jt); 
3) Rp 28,8jt dari 9 orang peserta level ketiga (9 x Rp 5jt dikurangi komisi 
level kedua 9 x Rp 1,5jt dikurangi bonus level pertama 9 x Rp 300rb); 
4) Rp 78,3jt dari 27 orang peserta level keempat (27 x Rp 5jt dikurangi 
komisi level ketiga 27 x Rp 1,5jt dikurangi bonus level kedua 27 x Rp 
300rb dikurangi bonus level pertama 27 x Rp 300rb); 
5) Rp 210,6jt dari 81 orang peserta level kelima (81 x Rp 5jt dikurangi 
komisi level keempat 81 x Rp 1,5jt dikurangi bonus level ketiga 81 x 
Rp 300rb dikurangi bonus level kedua 81 x Rp 300rb dikurangi bonus 
level pertama 81 x Rp 300rb). 
Total dana yang berhasil mengalir ke promotor adalah Rp. 333,2jt dan 
dana tersebut diperolehnya hanya dengan merekrut peserta level pertama 
saja. Analisa selanjutnya adalah dengan melihat dari sudut pandang korban, 
setelah seluruh Skema Piramid runtuh. Korban pada level kelima (paling 
bawah piramida) yang awalnya merasa memiliki peluang untuk menjadi level 
pertama seketika menyadari bahwa sebenarnya ia berada di bagian bawah. 
Ia tidak mampumenemukan orang yang tertarik untuk direkrut sebagai 
downline-nya. Hitungan matematis menunjukkan bahwa korban terbanyak 
dari keruntuhan skema piramida adalah orang yang berada pada level 
terbawah, setidaknya 70% anggota berada pada level terbawah tanpa sarana 
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untuk memperoleh keuntungan. Masing-masing dari mereka akan kehilangan 
Rp 5jt, bahkan sering kali orang yang berada satu tingkat diatas level 
terbawah piramida tidak dapat mengembalikan modalnya secara utuh. Hal ini 
semakin menambahkan jumlah korban menjadi sekitar 89% dari anggota 
Skema Piramid (dalam contoh skema diatas ialah 108 orang dari 121 
anggota) ditakdirkan untuk kehilangan uangnya. Inilah letak irrasionalitas 
bisnis skema piramida. 
Meskipun ditelisik lebih dalam ditemukan bahwa pada hakikatnya 
kedua bisnis MLM ini merupakan kegiatan bisnis dengan skema piramida, 
namun hingga detik ini belum ada tindakan penegakan hukum dari para 
penegak hukum. Dalam Pasal 105 UU Perdagangan telah jelas menyebutkan 
bahwa pelanggaran terhadap Pasal 9 merupakan suatu tindak pidana 
dengan pidana penjara paling lama 10 tahun dan/atau pidana denda paling 
banyak 10 milyar, namun pihak kepolisian belum juga melakukan tindakan 
apa-apa. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Brigpol Irwandi 
selaku Kaurbin Reskrim Polrestabes Makassar diketahui bahwa menurut 
beliau hingga saat ini belum ada laporan terkait pelanggaran Pasal 105 UU 
Perdagangan oleh kedua bisnis MLM tersebut. Menurutnya tindak pidana 
yang diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan merupakan tindak pidana 
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aduan, sehingga harus ada laporan dari masyarakat yang menjadi korban 
terlebih dahulu.17 
Berbeda dengan pendapat dari pihak kepolisian, Hakim salah seorang 
pegawai bidang perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota 
Makassar mengungkapkan bahwa skema piramida merupakan delik biasa. 
Jauh sebelum UU Perdagangan mengatur masalah skema piramida, telah 
ada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor: 32/M-
DAG/PER/8/2008 Tentang Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan 
Dengan Sistem Penjualan Langsung yang mengatur larangan penggunaan 
skema/jaringan pemasaran terlarang. Memang dalam Permendagri tersebut 
tidak dijelaskan apa saja skema pemasaran yang terlarang, tapi indikatornya 
jelas rasionalitas dan perlindungan terhadap konsumen. Selama ini 
sanksinya memang hanya bersifat adminsitratif, seperti pencabutan Surat Izin 
Usaha Penjualan Langsung (SIUPL), namun hal itu tidak menghilangkan 
unsur delik biasa dari skema piramida. Selain itu karena ini merupakan delik 
biasa, sejak dulu telah dilakukan pengawasan terhadap setiap pelaku MLM.18 
Berdasarkan hal tersebut di atas, maka dapat dilihat bahwa hingga 
saat ini ketentuan mengenai larangan skema piramida belum diterapkan 
secara efisien, sebab masih terdapat MLM yang kegiatan bisnisnya 
merupakan kegiatan skema piramida namun tidak ditindaki sesuai dengan 
                                                          
17 Brigpol Irwandi, Kaurbin Reskrim Polrestabes Makassar, Tanggal 12 April 2016, Pukul 13.58 WITA. 
18 Hakim, bidang perdagangan di Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Makassar, Tanggal 13 
April 2016, Pukul 10.24 WITA. 
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ketentuan Pasal 105 UU Perdagangan. Di Polrestabes Makassar sendiri 
belum ada laporan mengenai hal ini, penulis melihat belum adanya laporan 
bukan berarti belum adanya korban dari skema piramida ini, namun 
masyarakat sepenuhnya belum mengetahaui bahwa terdapat aturan yang 
dapat mempidanakan setiap kegiatan bisnis dengan skema piramida. Hal ini 
tentu dapat menjadi suatu ketidak pastian hukum di masyarakat. 
Ketidak pastian hukum akanberpengaruh pada perekonomian. Ada 3 
(tiga) faktor yang menjadi penyebab tidak adanya kepastian hukum di 
Indonesia, yaitu pertama, hirarki peraturan perundang-undangan tidak 
berfungsi dan masih tumpang tindihnya materi yang diatur, kedua, aparat 
lemah dalam menjalankan aturan, dan ketiga,penyelesaian sengketa-
sengketa dibidang ekonomi tidak bisa diramalkan.Oleh karena itu, 
menghadapi perkembangan ekonomi yang semakin cepat, kompleks dan 
unpredictable, substansi hukum ekonomi di Indonesia disamping harus 
mampu menjamin adanya kepastian hukum khususnya adanya sinkronisasi 
peraturan perundang-undangan dari tingkat pusat sampai tingkat peraturan 
daerah, dan membatalkan peraturan daerah yang menghambat investasi, 
melakukan keberpihakan kepada rakyat miskin, reformasi peraturan 
perpajakan, juga harus mampu melakukan refleksivitas dengan langkah 
pengelolaan(manageable), tersedia(available), penerapan(workable), dan 
terjalin dengan mudah dengan semua aspek kehidupan sosial) (interwoven 
easily with all aspect of social life), jika hal ini tidak dilakukan maka hukum 
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ekonomi semakin mengalami alinasi di masyarakat, seperti yang tengah 
terjadi sekarang ini.19 
Lebih lanjut bahwa ekonomi kurang dapat bekerjadan melakukan 
perencanaan dengan baik tanpa didukung oleh tatanan normative yang 
berlaku, yang tidak lain adalah hukum atau dengan kata lain tanpa adanya 
dukungan yang kuat dari kelembagaan hukum ekonomi yang ada sudah 
barang tentu sistem ekonomi pasar yang dianut oleh Indonesia tidak akan 
berjalan sebagaimana yang diharapkan. Hukum atau rule of law merupakan 
hal penting bagi pertumbuhan ekonomidan membawa dampak yang luas bagi 
reformasi sistem ekonomi yang berdasarkan pada teori apa yang dibutuhkan 
bagi pembangunan ekonomi. 
 
B. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Praktik Skema 
Piramida 
1. Dilihat dari segi UU Perlindungan Konsumen 
Pengertian konsumen secara gramatikal adalah pihak yang 
mengonsumsi produk. Tujuan pengunaan inilah yang akan membedakan 
jenis konsumen. 
                                                          
19 Nike K. Rumokoy, Strategi Pembangunan Hukum Ekonomi Indonesia, Manado: Universitas Sam 
Ratulangi, Jurnal Vol.XVIII/No. 5, 2010, hlm. 23. 
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Terhadap sistem MLM yang menggunakan skema piramida terdapat 
sedikit perbedaan mengenai definisi konsumen. Sistem MLM dalam skema 
piramida dapat menempatkan sesorang dalam 2 (dua) kedudukan hukum 
sekaligus, yaitu sebagai konsumen akhir dan sebagai konsumen antara atau 
pelaku usaha yang dalam hal ini adalah agen. Dalam sistem MLM dengan 
skema piramida, seseorang berkedudukan hukum sebagai konsumen akhir 
saat orang tersebut memanfaatkan barang dan/atau jasa untuk kepentingan 
dirinya sendiri, keluarganya atau orang lain dan tidak ikut sebagai pihak yang 
menjual dan menarik anggota baru. Sementara itu, seorang dikatakan 
sebagai konsumen antara dalam sistem MLM yaitu apabila seseorang 
tersebut menjualkan barang dan/atau jasa kepada pihak pembeli. 
Secara normatif, pengetian konsumen dalam Undang-Undang 
Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli 
dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (selanjutnya disebut UU Antimonopoli) 
bahwa konsumen adalah setiap pemakai atau pengguna barang dan/atau 
jasa, baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan orang lain. 
Sedangkan pengetian konsumen dalam Undang-Undang Republik Indonesia 
Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut 
UU Perlindungan Konsumen) terantum dalam Pasal 1 angka 2 yaitu setiap 
orang pemakai barang dan/atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik 
bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain maupun makhluk hidup lain 
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dan tidak untuk diperdagangkan.20 Perbedaan di antara kedua pengertian 
normatif tersebut terletak pada konsumen akhir dan konsumen antara. Pada 
UU Perlindungan Konsumen, konsumen adalah konsumen akhir, sedangkan 
UU Antimonopoli, konsumen adalah konsumen antara yang dapat disebut 
juga sebagai pelaku usaha. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diketahui 
bahwa dalam sistem MLM dengan skema piramida yang dapat dilindungi 
dengan UU Perlindungan Konsumen adalah hanya konsumen akhir, dalam 
hal ini bukan distributor seperti dalam sistem MLM dengan skema piramida. 
Kedudukan distributor dalam skema piramida adalah sebagai pelaku usaha. 
Perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 angka 1 adalah segala 
upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan 
pada konsumen.21 Adanya UU Perlindungan Konsumen sangat penting 
karena konsumen perlu dilindungi dengan serangkaian atauran hukum 
karena tidak seimbangnya posisi antara konsumen dengan pelaku usaha. 
Dalam UU Perlindungan Konsumen, prinsip tanggung jawab yang dianut 
adalah prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan dengan beban 
pembuktian terbalik. Berdasarkan prinsip tersebut konsumen harus 
membuktikan bahwa kerugian yang dialami merupakan hasil dari 
menggunakan barang dan/atau jasa yang dijual pelaku usaha sementara 
pelaku usaha membuktikan tentang ada tidaknya unsur kesalahan yang 
                                                          
20 Lihat Pasal 1 angka 2 UU Perlindungan Konsumen. 
21 Lihat Pasal 1 angka 1 UU Perlindungan Konsumen. 
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merugikan pihak konsumen. Pembuktian ini diatur dalam Pasal 28 bahwa 
“Pembuktian terhadap ada tidaknya unsur kesalahan dalam gugatan ganti 
rugi sebagaimana dimaksud Pasal 19, Pasal 22, dan Pasal 23 merupakan 
beban dan tanggung jawab pelaku usaha”.22 
Sementara untuk mengatasi kerugian pada konsumen, sesuai dengan 
Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen pelaku usaha memiliki 
kewajiban yaitu “Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi 
atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat 
mengonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan”.23 
Adapun bentuk ganti rugi diatur dalam Pasal 19 Ayat (2) yaitu:24 
“Ganti Rugi sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat berupa 
pengembalian uang, atau penggantian barang dan/atau jasa yang 
sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau 
pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku.” 
 
Sesuai dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 huruf b UU 
Perlindungan Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk memilih 
barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut 
sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan. Guna 
menjamin hak konsumen dalam sistem MLM dengan skema piramida, 
seorang calon konsumen dapat menggunakan hak konsumen lain yaitu hak 
                                                          
22 Lihat Pasal 28 UU Perlindungan Konsumen. 
23 Lihat Pasal 19 Ayat (1) UU Perlindungan Konsumen. 
24 Lihat Pasal 19 Ayat (2) UU Perlindungan Konsumen. 
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atas informasi yang diatur dalam Pasal 4 huruf c UU Perlindungan Konsumen 
bahwa konsumen memiliki hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur 
mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Atas hal tersebut 
konsumen dapat memerhatikan beberapa aspek antara lain dari legalitas 
perizinan perusahaan yang memproduksi barang atau perusahaan di bidang 
jasa tertentu. UU Perlindungan Konsumen juga mengatur mengenai 
kewajiban serta hal-hal yang dilarang bagi pelaku usaha, yang diatur mulai 
dari Pasal 7 sampai dengan Pasal 8. Ketentuan tersebutlah yang menjadi 
koridor bagi setiap pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan usahanya, 
termasuk kegiatan usaha dengan menggunakan sistem MLM. 
Dalam hal konsumen merasa dirugikan, terutama mengalami kerugian 
yang diaibatkan oleh pelaku usaha yang menjalankan kegiatan usahanya 
menggunakan sistem MLM dengan skema piramida, seperti halnya dengan 
kerugian-kerugian akibat pelaku usaha lain, konsumen dapat menggunakan 
haknya yang juga telah diatur dalam UU Perlindungan Konsumen Pasal 4 
huruf h bahwa konsumen memiliki hak untuk mendaptkan kompensasi, ganti 
rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak 
sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. 
Namun dalam menuntut haknya seringkali konsumen mendapat 
penolakan dari pelaku usaha dengan berbagai macam alasan sehingga 
terjadilah pelanggaran terhadap hak konsumen yang menimbulkan sengketa 
56 
 
konsumen. Guna mempertahankan haknya konsumen dapat menempuh 2 
(dua) cara penyelesaian sengketa yaitu secara litigasi maupun non litigasi. 
Hak ini sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 4 huruf e UU Perlindungan 
Konsumen bahwa konsumen memiliki hak untuk mendapatkan advokasi, 
perlindungan dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen 
secara patut. 
2. Dilihat dari segi UU Perdagangan 
Berdasarkan UU Perdagangan, kegiatan mendistribusikan barang oleh 
pelaku usaha distribusi tidak dibolehkan atau dilarang menggunakan 
mekanisme skema piramida. Namun UU Perdagangan tidak menentukan 
secara jelas kegiatan distribusi seperti apa yang tidak boleh menggunakan 
skema piramida, apakah distribusi barang secara langsung atau tidak 
langsung. Namun jika merujuk pada Peraturan Menteri Perdagangan 
Republik Indonesia Nomor: 32/M-DAG/PER/8/2008 Tentang 
Penyelenggaraan Kegiatan Usaha Perdagangan Dengan Sistem Penjualan 
Langsung maka dapat dilihat yang dimaksud dalam UU Perdagangan ialah 
kegiatan mendistribusikan barang secara langsung. Berdasarkan hasil 
wawancara penulis dengan bapak Hakim dari bagian perdagangan di Dinas 
Perdagangan dan Perindustrian Makassar, Permendagri tersebut merupakan 
aturan yang digunakan untuk masalah terkait bisnis MLM dan skema 
piramida. Menurut beliau meskipun aturan tersebut telah ada sebelum UU 
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Perdagangan dikeluarkan namun aturan tersebut tetap menjadi acuan 
pelaksanaan selama belum ada aturan yang menggantikannya. Dalam 
Permendagri inilah terdapat ketentuan yang menyinggung masalah 
penggunaan sistem yang dilarang oleh hukum. 
Penjualan langsung (direct selling) yang biasa dilakukan oleh usaha 
MLM merupakan metode penjualan barang dan/atau jasa tertentu melalui 
jaringan pemasaran yang dikembangkan oleh mitra usaha yang bekerja atas 
dasar komitmen dan/atau bonus berdasarkan hasil penjualan kepada 
konsumen di luar lokasi eceran tetap. Pasal 2 Permendagri tersebut 
kemudian mengatur bahwa setiap bisnis MLM wajib: 
a) Memiliki atau menguasai kantor dengan alamat yang benar, 
tepat dan jelas; 
b) Melakukan penjualan barang dan/atau jasa dan rekruitmen 
mitra usaha melalui sistem jaringan; 
c) Memiliki program pemasaran yang jelas, transparan, rasional, 
dan tidak berbentuk skema jaringan pemasaran terlarang; 
d) Memiliki kode etik dan peraturan perusahaan yang lazim 
berlaku di bidang usaha penjualan langsung; 
e) Memiliki barang dan/atau jasa yang nyata, dan jelas dengan 
harga yang layak dan wajar; 
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f) Memenuhi ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang 
berlaku; 
g) Memberikan komisi, bonus, dan penghargaan lainnya 
berdasarkan hasil kegiatan penjualan barang dan/atau jasa 
yang dilakukan oleh mitra usaha dan jaringannya sesuai 
dengan yang diperjanjikan; 
h) Memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai 
kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi 
penjelasan penggunaan, perbaikan, dan pemeliharaannya; 
i) Memiliiki ketentuan tentang harga barang dan/atau jasa yang 
dijual dalam mata uang Rupiah (Rp) dan berlaku untuk mitra 
usaha dan konsumen; 
j) Menjamin mutu dan pelayanan purna jual kepada konsumen 
atas barang dan/atau jasa yang dijual; 
k) Memberikan alat bantu penjualan (starter kit) kepada setiap 
mitra usaha yang paling sedikit berisikan keterangan mengenai 
barang dan/atau jasa, program pemasaran, kode etik, dan/atau 
peraturan perusahaan; 
l) Memberikan tenggang waktu selama 10 hari kerja kepada calon 
mitra usaha untuk memutuskan menjadi mitra usaha atau 
membatalkan pendaftaran dengan mengembalikan alat bantu 
penjualan yang telah diperoleh dalam keadaan seperti semula; 
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m) Memberkan tenggang waktu selama 7 hari kerja kepada mitra 
usaha dan konsumen untuk mengembnalikan barang, apabila 
ternyata barang tersebut tidak sesuai dengan yang 
diperjanjikan; 
n) Membeli kembali barang, bahan promosi (brosur, katalog, atau 
leaflet), dan alat bantu penjualan (starter kit) yang dalam kondisi 
layak jual dari harga pembelian awal mitra usaha ke 
perusahaan dengan dikurangi biaya administrasi paling banyak 
10% dan nilai setiap manfaat yang telah diterima oleh mitra 
usaha berkaitan dengan pembelian barang tersebut, apabila 
mitra usaha mengundurkan diri atau diberhentikan oleh 
perusahaan; 
o)  Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian 
atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan 
barang dan/atau jasa yang diperdagangkan, akibat kesalahan 
perusahaan yang dibuktikan dengan perjanjian; 
p) Memberi kompensasi berupa ganti rugi dan/atau penggantian, 
apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan 
tidak sesuai dengan perjanjian; 
q) Melaksanakan pembinaan dan pelatihan untuk meningkatkan 
kemampuan dan pengetahuan para mitra usaha, agar bertindak  
dengan benar, jujur, dan bertanggungjawab; 
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r) Memberikan kesempatan yang sama kepada semua mitra 
usaha untuk berperestasi dalam memasarkan barang dan/atau 
jasa; 
s) Melakukan pendaftaran atas barang dan/atau jasa yang akan 
dipasarkan pada instansi yang berwenang, sesuai peraturan 
perundang-undangan, dan 
t) Mencantumkan nama perusahaan yang memasarkan dengan 
sistem penjualan langsung pada setiap label produk. 
Pasal 21 huruf j Permendagri tersebut kemudian juga mengatur bahwa 
setiap palaku usaha distribusi langsung atau yang biasa kita sebut MLM 
dilarang membentuk jaringan pemasaran terlarang dengan nama atau istilah 
apapun. Berdasarkan ketentuan ini, maka apapun nama atau istilah dari 
strategi pemasaran yang diterapkan oleh bisnis MLM, selama strategi 
tersebut tidak terdapat kegiatan jual-beli barang dan/atau jasa sehingga 
hanya mengandalkan biaya partisipatif mitra usaha sebagai keuntungan, 
maka sistem pemasaran tersebut dinilai sebagai skema piramida dan 
terlarang secara hukum (illegal). Bentuk perlindungan lain yang diberikan 
tentu juga mengacu pada UU Perlindungan Konsumen sebagaimana Pasal 
21 huruf b Permendagri a quo yang melarang usaha MLM menawarkan 
barang dan/atau jasa dengan cara pemaksaan atau cara lain yang dapat 
menimbulkan gangguan, baik fisik maupun psikis terhadap konsumen. 
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Pemasaran dengan strategi MLM memiliki daya tarik tersendiri, faktor-
faktor yang menjadi daya tarik tersebut antara lain pasar yang prospektif, 
investasi yang relatif rendah, biaya promosi yang rendah, dan mekanisme 
kerja yang tergolong sederhana. Faktor lain yang menjadi daya tarik dari 
bisnis ini adalah tidak membutuhkan modal yang begitu besar, waktu 
fleksibel/bisa dikendalikan sendiri, banyak berhubungan dengan konsumen, 
dan resiko yang relatif kecil. Berbeda dengan bisnis konvensional yang 
membutuhkan modal relatif besar, tempat, lokasi usaha, waktu yang sudah 
ditentukan, harus memiliki skill/keahlian, dan bisnis ini ibarat mengayuh 
sepeda, ketika berhenti mengayuh maka berhenti pula pendapatan kita. 
Faktor-faktor tersebut kiranya sesuai dan tepat dalam kondisi krisis karena 
relatif efisien. 
Sebagian masyarakat masih beranggapan bahwa bisnis MLM sebagai 
pekerjaan sampingan, sehingga jarang yang meraih kesuksesan atau 
kecewa karena hanya mengejar keuntungan materi saja dan kurang 
memperhatikan konsumen dalam jangka panjang. Padahal bisnis ini apabila 
dijalankan secara profesional dan dengan cara yang benar, tidak jarang akan 
mendatangkan keuntungan yang relatif besar. Sebagian masyarakat masih 
beranggapan bahwa pengertian multi level marketing (MLM) identik atau 
sama dengan sales atau tenaga penjual pada umunya, padahal keduanya 
berbeda. Sales hanya akan mendapatkan satu keuntungan saja, sedangkan 
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MLM akan mendapatkan keuntungan ganda berupa bonus, seperti bonus 
eceran, bonus prestasi dan bonus perkembangan, potongan harga, dan 
insentif lainnya. Salesman konvensional mendapatkan motivasi dari berbagai 
macam training yang diselenggarakan perusahaan, sedangkan para 
networker memiliki komunitas yang lebih solid dan sistem pemberdayaan 
yang lebih canggih. Para upline membuat suatu kelompok dan bertindak 
sebagai pembimbing downline. Mereka membuat pertemuan-pertemuan 
reguler, yang tujuan utamanya adalah untuk memberikan motivasi bagi para 
anggotan MLM. 
Strategi MLM adalah suatu cara atau metode yang dirancang oleh 
perusahaan untuk menawarkan suatu produk dan menciptakan hubungan 
yang saling menguntungkan, dengan jalan melaksanakan penjualan secara 
langsung kepada konsumen melalui suatu jaringan yang dikembangkan oleh 
para distributor lepas. MLM disebut juga dengan network marketing, yang 
intinya adalah membentuk jaringan bisnis atau pemasaran dan membagi-bagi 
keuntungan bersama. Perusahaan yang menggunakan strategi MLM akan 
mendistribusikan produk-produknya melalui sebuah jaringan yang terdiri dari 
para pelaku bisnis independent di seluruh dunia secara bebas. Tugas utama 
para distributor perusahaan MLM relatif sederhana yaitu menjual produk 
secara langsung kepada konsumen dan mencari teman atau anggota baru 
agar ikut bergabung dan bersedia memasarkan produk-produk perusahaan. 
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Untuk dapat meraih kesuksesan dalam sistem ini setiap distributor harus 
bekerja keras menjual produk-produk perusahaan kepada konsumen dan 
mencari mitra kerja untuk melakukan hal yang sama sebanyak-banyaknya, 
sehingga mempunyai jaringan yang luas. 
Penghasilan mereka diperoleh dari laba grosir, laba eceran, dan 
persentase dari volume penjualan total kelompok atau jaringan yang berhasil 
dibentuk. Keunggulan metode ini adalah ketika mereka menjadi anggota pasif 
masih memungkinkan untuk mendapatkan penghasilan atau bonus (passive 
income) asal dapat mensponsori anggota sebanyak mungkin. Mereka yang 
berprestasi tinggi akan mendapatkan penghasilan yang tinggi pula. Terkait 
penghasilan atau komisi berkaitan dengan penghasilan yang diperoleh mitra 
usaha atas jasanya dalam penjualan produk perusahaan kepada konsumen 
akhir. Besarnya komisi seorang distributor ditentukan dari target penjualan 
yang dilakukannya sendiri dan yang dilakukan olehjaringannya. Komisi 
tersebut berupa potongan harga, bonus, atau insentif yang ditetapkan 
perusahaan secara berjenjang sesuai dengan nilai penjualan (biasanya 
disebut volume point, business point, volume grup) yang diberitahukan 
kepada setiap mitra usaha sejak mereka mendaftar menjadi anggota. 
Keuntungan eceran adalah keuntungan dasar yang dapat diperoleh 
oleh mitra usaha melalui perbedaan antara harga distributor dengan harga 
eceran yang ditujukan pada konsumen. Masing-masing dari harga tersebut 
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ditetapkan oleh perusahaan. Ilustrasinya, misalkan harga distributor yang 
ditetapkan suatu perusahaan MLM untuk produk XYZ adalah Rp 100 ribu, 
sedangkan harga konsumennya Rp 120 ribu, maka seorang distributor akan 
mendapat keuntungan eceran sebesar Rp 20 ribu dari hasil penjualan 
langsung produk XYZ ke konsumen.Disamping itu, perusahaan juga akan 
memberikan diskon apabila seorang distributor membeli produk dalam jumlah 
tertentu, misalkan produk XYZ seharga Rp 100 ribu tadi jika dibeli sebanyak 
5 buah akan diberi diskon sebesar 3%, dengan demikian distributor akan 
memperoleh diskon sebesar 3% x Rp 500 ribu = Rp 15 ribu, sehingga total 
keuntungan yang diperolehnya dari penjualan langsung 5 buah produk XYZ 
ke konsumen adalah keuntungan eceran ditambah diskon, yaitu (Rp 20 ribu x 
5) + Rp 15 ribu = Rp 115 ribu. 
Keuntungan distributor selain dari penjualan eceran, juga dapat 
diperoleh melalui prestasi penjualan yang dilakukan oleh kelompoknya 
(volume group). Perusahaan akan memberi komisi kepada setiap mitra usaha 
yang anggota jaringannya telah berhasil menjual produk dalam jumlah 
tertentu pada suatu periode kepada konsumen akhir. Komisi ini ditetapkan 
perusahaan dalam bentuk tabel prosentase yang dicantumkan dalam 
marketing plan. Hal yang perlu ditekankan disini adalah bahwa komisi 
tersebut didasarkan atas prestasi seorang mitra usaha dalam hal penjualan 
produk kepada konsumen akhir. Seorang mitra usaha yang sukses 
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membangun, melatih, dan membantu kelompoknya dalam memasarkan 
produk kepada konsumen akhir dianggap berjasa bagi perusahaan, sehingga 
atas kerja kerasnya tersebut perusahaan memberi imbalan yang sesuai 
baginya. 
Mitra usaha juga diberi kesempatan untuk meraih imbalan (bonus) 
lainnya seperti pin, kesempatan bertamasya ke mancanegara, rumah, mobil 
mewah, ataupun penghargaan-penghargaan lainnya. Pemberian bonus 
tersebut diberikan apabila seorang mitra mencapai jenjang (ranking) tertentu. 
Jenjang peringkat dalam suatu perusahaan MLM bervariasi, namun 
umumnya berkisar 7-8 peringkat dari yang paling rendah (biasanya disebut 
distributor, distributor langsung, dll) sampai yang paling tinggi (biasanya 
disebut Diamond Distributor, President’s Team, Crown Agency Manager, dll). 
Jenjang ini tidak banyak berbeda dengan jenjang karier diperusahaan 
konvensional (dari karyawan, supervisor, manajer, general manager, deputi 
director, direktur sampai presiden direktur). Perbedaannya dalam sistem 
MLM adalah dalam hal kemungkinan untuk mencapai posisi puncak relatif 
lebih terbuka, sebab jumlahnya tidak harus satu, seperti halnya presiden 
direktur dalam perusahaan konvensional. 
Bonus yang didasarkan atas jenjang tertentu dalam sistem MLM masih 
berkaitan dengan prestasi penjualan (business point) seorang mitra usaha 
dalam periode tertentu, namun prestasi tersebut harus dapat dipertahankan 
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olehnya dalam beberapa periode secara berturut-turut. Dengan kata lain, 
untuk mencapai jenjang kesuksesan tersebut, seorang mitra usaha 
memerlukan kerja yang lebih keras dan cerdas lagi dalam hal keterampilan 
komunikasi (termasuk penguasaan bahasa asing), penguasaan teknologi, 
wawasan yang lebih luas, serta kepedulian yang lebih mendalam terhadap 
kebutuhan anggota jaringan dan masyarakat sekitarnya. 
Mitra usaha sebagai people business dalam sistem MLM adalah 
sistem duplikasi orang. Seseorang akan berhasil dalam bisnis ini bukan saja 
karena ia berhasil mengembangkan dirinya, tetapi ia juga harus berhasil 
mendidik downliners di dalam garis sponsorisasinya (vertikal) agar dapat 
berkembang bersama-sama dengannya. Sekalipun awalnya bisnis MLM bisa 
dijalankan sebagai usaha paruh waktu, namun bagi mereka yang memiliki 
komitmen kuat untuk sukses dalam bisnis ini harus menginvestasikan waktu 
dan dirinya sendiri untuk mendidik dan melatih kelompoknya yang masih baru 
belajar. Ia perlu mengusahakan sinergi dalam kelompoknya agar hasil yang 
diperoleh lebih baik bila dilakukan secara tim daripada dilakukan sendiri. 
Bisnis MLM murni dan bisnis skema piramida sering kali diidentikkan 
karena keduanya sama-sama menerapkan sistem perekrutan anggota baru 
dalam praktiknya, namun demikian terdapat perbedaan mendasar antara 
keduanya terkait dengan sistem perekrutan tersebut. Perusahaan MLM 
menggunakan sistem perekrutan sebagai sarana untuk membangun jaringan 
67 
 
pelanggan melalui kinerja mitra usahanya dalam pemasaran produk. 
Penerapan sistem perekrutan dalam bisnis MLM murni ditujukan untuk 
membentuk sebuah organisasi bisnis yang solid dan produktif. Berdasarkan 
produktivitas dalam penjualan produk kepada konsumen akhir inilah 
perusahaan MLM murni memberikan penghasilan yang layak kepada mitra 
usahanya. Hal tersebut bertolak belakang dalam bisnis skema piramida yang 
menggunakan biaya pendaftaran peserta yang direkrut sebagai satu-satunya 
sumber penghasilan. Akibatnya, bukan jaringan pelanggan atau organisasi 
penjualan yang hendak dibentuk, tetapi jaringan korban. Bisnis skema 
piramida dapat bertahan hanya apabila peserta selalu menambah member-
member baru atau membuat membernya terus-menerus menanamkan 
uangnya. 
Biaya pendaftaran dalam bisnis skema piramida merupakan komoditi 
yang dituju promotor untuk menghimpun keuntungan sebesar-besarnya dari 
masyarakat. Biaya tersebut dipatok dalam jumlah yang relatif tinggi, namun 
jumlah tersebut akan menjadi tidak berarti jika dibandingkan dengan 
keuntungan yang dijanjikan. Promotor bisnis skema piramida umumnya 
adalah ahli psikologi kelompok, mereka menciptakan suasana hingar bingar 
dan antusias dimana terjadi tekanan kelompok serta janji-janji kemudahan 
memperoleh uang sehingga menimbulkan kekhawatiran akan hilangnya 
suatu peluang baik seorang mitra usaha dalam perusahaan MLM  juga 
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dikenakan biaya pendaftaran pada saat awal bergabung, namun jumlahnya 
relatif kecil dan umumnya dapat dijangkau oleh semua orang. Biaya tersebut 
lebih bersifat administratif dan sangat realistis untuk sebuah starter kit 
(katalog produk, kaset, marketing plan, buku pedoman distributor, sample 
produk, dan lain-lain), yaitu peralatan yang diberikan perusahaan untuk 
keperluan mitra usaha dalam memasarkan produk kepada konsumen. Setiap 
mitra usaha yang mensponsori anggota baru tidak memperoleh keuntungan 
sepesren pun dari biaya pendaftaran yang dikeluarkan oleh anggotanya 
tersebut. Artinya, biaya pendaftaran dalam bisnis MLM bukanlah wadah 
keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. 
Keuntungan suatu perusahaan MLM diperoleh dari omset penjualan, 
sedangkan komisi mitra usaha didasarkan atas jasanya dalam menjual 
produk kepada konsumen. Hal inilah yang membedakan bisnis MLM dengan 
bisnis skema piramida yang hanya mengandalkan keuntungan dari biaya 
partisipatif atau keikutsertaan mitra usaha. Setiap mitra usaha dalam 
perusahaan MLM memiliki peluang yang sama untuk meraih kesuksesan 
sesuai dengan hasil kerja keras mereka masing-masing bisnis skema 
piramida pada mulanya diselenggarakan tanpa produk yang jelas, namun 
dalam perkembangan selanjutnya juga menyertakan produk-produk tertentu 
untuk lebih meyakinkan calon anggota, sekaligus untuk menyamarkan skema 
piramidanya. Serangkaian produk disediakan dan diklaim untuk dipasarkan 
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langsung ke konsumen, namun harga yang ditetapkan untuk produk tersebut 
terlalu tinggi dan tidak realistis. Produk tersebut sama sekali tidak bisa 
bersaing dengan produk sejenis yang dijual dipasaran, sebab harganya tak 
sebanding dengan mutunya. Bisnis skema piramida yang tidak terlalu mudah 
diidentifikasi sering menggunakan produk yang biaya produksinya rendah. 
Produk tersebut diklaim sebagai produk ajaib hasil inovasi atau pengobatan 
eksotik yang pada intinya kualitas produk terlalu dilebih-lebihkan oleh 
promotor, tidak sesuai dengan kualitas asli, bahkan sebenarnya tidak layak 
untuk dikonsumsi. Produk dalam bisnis berkedok MLM biasanya diberikan 
sebagai ganti biaya pendaftaranyang telah dibayar oleh setiap anggota. Pada 
kenyataannya modal yang dikeluarkan oleh anggota jauh lebih tinggi 
dibanding nilai produk, dan dipastikan tidak ada orang yang bersedia 













Adapun kesimpulan penulis yaitu: 
1. Implikasi sosio-yuridis terhadap ketentuan larangan skema 
piramida dalam Undang-Undang No. 7 Tahun 2014 Tentang 
Perdagangan belum berlaku secara efektif, sebab hingga saat 
ini berbagai bisinis MLM masih menggunakan strategi skema 
piramida namun belum ditindak secara hukum sesuai peraturan 
perundang-undangan. Dari pihak kepolisian masih menunggu 
adanya laporan dari korban sebab skema piramida dianggap 
sebagai delik aduan. Berbeda dengan pihak dari Dinas 
Perindustrian dan Perdagangan Kota Makassar yang menilai 
skema piramida sebagai delik biasa sehingga terus dilakukan 
pengawasan terhadap pelaku bisnis MLM. 
2. Perlindungan hukum terhadap konsumen dalam praktik skema 
piramida telah diatur dalam Pasal 105 UU Perdagangan dengan 
memberikan sanksi pidana kepada pelaku skema piramida, 
konsumen juga dilindungi dengan adanya Pasal 21 
Permendgari tentang penjualan langsung dan ketentuan-





Adapun saran dari penulis yaitu: 
1. Dibutuhkan pengkajian yang lebih mendalam terkati setiap 
sistem pemasaran yang digunakan setiap MLM yang ada, hal 
ini demi menghindari adanya pelanggaran hukum terkait 
larangan penggunaan skema piramida. 
2. Dibutuhkan kerja sama antara pihak kepolisian, dinas 
perindustrian dan perdagangan dan masyarakat untuk 
mengawasi kegiatan bisnis MLM agar tidak terjadi pelanggaran 
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